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LAPORAN 
~ ~UTAMA 

A Gedung utama Mapolda Banten. 
·--- --

~ nerapan PRESISI 
(Prediktif, Responsibilitas 
dan Transparansi 
Berkeadilan) oleh jajaran 
Ditreskrimum Polda Banten 
yang digaungkan Kapolri 
Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo tampaknya masih 
jauh panggang dari api. 
Bahkan, cenderung menjadi 
pembenaran fenomena 
hukum yang tajam ke 
bawah. 

eperti dialam1 seorang ,varga 
bemama Charlie Chandra 
yang mempertahankan wa­
risan sah orang tuanya dan 

berhadapaii dengan pengembang rak­
sasa. Serti fikat Hak Milik (Sl-lM) atas 
,,•arisan orang ttu'111ya pun sudah ber­
ganti. Bahkan, ia kmi mendekam dalam 
tnhanan Polda Banten. 

Bermula d.ari upaya Charlie untuk 
mengajukan balik nama sertifikat ke 
BPN pada November 2023, melalui se­
omt1g no1''Uis. Narnun, PT MBM selaku 
pen1sahaan penyedia lahan untuk pe­
ngen1bang Pant.ai Indah Kapuk (PIK) 2 

- - -- ·- ..... -.-·-····-----... ... . ...... -........... __________ .... ---· 

yang mengklaim mendapat kuasa dar1 
al1li waris yang telah menjual lal1an ·itu 
kepada orang tua Cliarlie Chandra, 
membuat laporan polisi dengan tuduhan 
melakukan. pemalsuan dokumen dan 
menggunakan dokumen palsu. 

Dengan tuduhan tersebut, Charlie 
dJtetapkan sebagai tersangka o1eh Sub­
dit Harda Ditreskrimum Polda Oanten. 
Charlie dijerat dengan pasal pemalsuan 
sebagaimana Pasal 263 KUHP juncto 
Pasal 55 KUHP, ancan1annya 6 tahun 

• pell_Jara. 
Mcrasa tak bersalah, Charlie pun 

berupaya menghindar dari ''paksaan" 



-

- ---------- - -- - -

jeratan hu~"Um terse,but. Dan pihak pe­
nyidik Polda Bantcn selanJUln)'O me­
nyatakan Charlie sobagai buronan scjak 
8 Desember 2023 berdasarkan surat No­
rn or: DP0/54/XJI/RES,I.9/2023/D1t­
rcskrinluITL 

Dan, Minggu 17 Maret 2024, tnn 
Resmob Polda Metro Jaya mclakukan 
"operasi'' pcncarian Charlie di dua lo­
kasi~ Tim pertama yug merupakan Unit 
5 Resmob Polda Metro Jaya menda­
tangi kedia.rtw1 Charlie Chandra dj Pe­
rumahan Golf Residence Kernayoran, 
Blok GBV t 8, Jalan Gri}-a Uta~ Pa­
demangan. Sedangkan tim kedua, Unit 
3 Resmob Polda ,Metro Ja)'3 mendapat 
tugas ke ,vila}iah Pastr Putih,Anool, Ja­
karta Utara. D.1n di lok::asi ini Cnarlie 
ditangk.ap dan dibav.1a ke Polda 
Metro Jaya untuk diproses teb1h Ian-

6 1 
jut selama I x 24 jam. j 

lll/RES.1.9/2024/DitreskrirtWJll tang­
gal 17 Maret 2024 JO. Su.rat o~rreskri­
mun1 Polda Bante11 Nomor 815081 IX IV 
RES. l .9/2-02JID1tresknmum tanggal 
13 De~mber 2023 perihal mohor1 ban­
tuan pencarian om1g. 

t-.1endapat informasi penangkapan 
Charlie tni. KEADILAN pu11 berupa)·n 
untuk mengetahui kebeoaran dan kclan­
jutannya. 

D,saat nlendatangi D1rektorat Kri­
n1inaJ Umun1 Polda Metro Jaya, KEA­
DILAN sendtri telah mcnyaksjkan ke­
hadiran kerabat clan kuasa httkum Char­
lie Mereka ingin mengetal1u1 kebera­
daan Charlie pasca tertangkap. Namun, 
upa)·a tersebut terha1lang selama bebe­
rapa jam lamanya 

Tepal pt1kuJ 18.05, Charhe sudah 
bisa d.1jenguk o!eh kerabatnya tersebut. 
Dari pertcmu.an yang dtlakukan sesaat 
in~ salah seorang diantaranya meoyain­
paikan Charlie sempat d1perten1ukan 
den.gan Muannas Ala11d1d, pengacara 
Agung Sodayu Grup. Pertcmuan itu 
send1ri dilakukan dJ suatu .ruangan di 
Polda Metro Jaya dengan disaksikan 
yang dtduga seorang penyidi~ 

Dikatakannya, Charlie me-ndapat ta­
,varan akan dibebaskan 
apabila mau me­
masrahkan tanah 
yang mcnjadi 
sengketa dengan 
n1eo.gilruti kcma­
uan dari pihak pe­
ngembang, yaitu 
mencabut 
semua 

l 
t 

PetUngkapan yang dilakukan ~ 
rim Resmob Polda Metro J aya itu di- ~ 
kebhuii berdasa.rkan Surat Perintah 
Penan.gkapan Nomor s P. K.ap/ 180/ ~ twasa~~m PIK Muarrnas A~idld ---·- -· 

gu&'lU.an )'an& tclah <lilak·ukan. Sclam 
itu, Charlie pun tidak mendapatkan 
gant1 rugi atas tan.ahnya Tay,•aran ter­
sebut d1took. Charl1e send1in berha.rap, 
pengemrong tetap melakukan pemba­
yaran deng.an kt~ harga Rp 400 nbu 
- Rp 500 ribu porme<ernya 

Karena tidak ada kesepaka~ 
Charlie aklurn)~a <liserahkan kepada pe,­
nykf1k Poida Banton. se·kirapukw 19.40 
\VIB. 

Terkait adan)·a pertomuan Charl,e 
dan pengacaraAgung Sedayu Grup ter­
sebut, tklak ctibantah okl1 Muannas 
Alrudtd. Menurutny~ pihak Agung Se­
dayu bukan 1ngin meminta memasrah­
kan akan tetapi m,nta dia kooperatif me­
nyerahkan scrt1fikat palsu )'ang masln 

di,tangann)'a. ·'Bukan memasrahkan, 
karena me1nang bukan tanah dia, tapi 
1111nta dia kooperatif serahkan serttfikat 
palsu yang masih ditangann)·a 1tu k.e pe­
nyi<f ik sebab masuk dalam ha.rang bukti 
perk.ara itu, •• k.ata M uannas AfaidK! ko­
tika d1konfinnasi via pesan Wttatsapp, 
Jumat 26 Apnl Ia!u. 

Torka1t penntn1taan ootuk mer1cabut 
semua gugat2n, Muannas menyarn,pai­
kan haJ tersebut terka.t peoaY.·aran jika 
Charfje 11,au .restoraSJ Just1c,e tanpa sa­
rat tennasuk tuntutan gantt rug, yang se­
m1uia dia minta . .. Gak ada gantJ rugi ka­
rena iw bukan ta.nah ~ sertifikat <fia 
lahir dari akte j uaJ belil pm.su za.man ba­
paknya Sumitra Chandra yang sudah 
ada putusan pengadtlarui)'a, ., tegasn}1l. 

Kini, proses perkara Ctwiie terus 
berJalan. Kasubdct Ha.rda Diitrcskn­

I 

' 

niwn P-Olda Banten AKBP Her­
ft0 Zaki mcnyampaikan p,­

hakn)'3 telah mdakukao pe­
l1mpahan 1abap I ke Ke­
jaksaa n Tiog.gi Banten. 
Dan disampaika.n Zakii 
penyiclik mend.a.pat pe-

toojuk jaksa untuk 
ntelengkapi berk.as 
perkara. wUntuk per­
k.am sodah tahap I 

cbn kita scdang me-
-·-----~-- lengkapi potunj.uk 
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Chari ie Chanclra mene­
rima Panggilan JI sebagai 
TERSANOKA oleh Unit 
II Subdit JI Ditreskrimum 
Po Ida Banten dengan Surat 
No. S.Pgl/1342/XJ/ 
RES. 1 .9/ 2023/Ditreskri­
mum tanggal 30 Novem­
ber 2023. 

4. Tanggal 5 Desember 
2023, kami menghadap 
KAPOLDA BANTEN un­
tuk meny~mpaikan/men­
jelaskan I kejang­
galan-kejanggalan terkait 
penetapan Tersangka atas 
nama Charlie Chandra. 
Bapak KAPOLDA BAN­
TEN MEMBERI PETUN-

!.J~ "'[ ~ •• - ~ 
~- ·-=~~·., 1:01n: w.. 

A Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. JUK DAN SARAN agar: 
-------------------------- ---------- ---------------------------------- --------------------------------· ------------------------- a. Segera a j ukan per-
JPU (Jaksa Penuntut Umum)," kata ujar sumber KEADILAN tersebut. n1ohonan Gelar Perkara Khusus kepada 
Zaki, Senin 23 April lalu. Kuasa huku1n Charlie Chandra, Fa- Bapak KAROWASSIDIK. MABES 

Ketika ditanyakan terkait petunjuk jar Gora yang dikonfmnasi terkait kro- POLRI; 
jaksatersebut,Zakimenjelaskanadabe- nologi proses hukum yang dialami kli- b. Segera kirim surat permohonan 
berapa keterangan tambahan dari hebe- ennya sejak dilaporkan di Polda Banten. penundaan pemeriksaan atas nama 
rapa saksi untuk melengkapi berkas. Dugaan indikasi tidak PRESISI-nyaja- Charlie Chandra karena sedang menga-
' 'Untuk saksi 18 orang,'' jelasnya. jaran Polda Ban ten terlihat dari 15 point jukan permohonan Gelar Perkara Khu-

Pelimpahan yang disampaikan Zaki kronologi yang diungkapkan Fa jar Gora sus kepada Bapak KAPOLDA BAN-
dibenarkan Asisten Intelijen Kejati berikut ini; TEN; 
BantenAjiePrasetya.Kendatitidakme- I. Tanggal 16 November 2023, 5. Tanggal 6 Desember 2023, kami 
ngetahui persis waktu pelimpahan ter- Charlie Chandra dipanggil untuk dipe- mengajukan Permohonan Gelar Per-
sebut, Ajie menyampaikan pelimpahan riksa sebagai TERSANGKA oleh Unit kara Kl1t1st1s kepada KAROWASSI-
dilaksanakan di awal April 2024. ''Ku- II Subdit II Ditreskrimum Polda Banten DIK MAB ES POLRI dengan Surat 
rang lebih dua minggu yang lalu," ucap- dengan Surat Panggilan I No. S. kami No. 1602/FGP/XIV2023 tanggal • 
nya, Selasa 24 April lalu. Pgl/1342/XI/RES.1.9/2023/ Ditreskri- 6 Desember 2023; serta kami jt1ga 

Terkait petunjuk jaksa untuk me- 1nu1n tanggal I6·November 2023. mengajt1kan ''Permohonan Penundaan 
lengkapi berkas perkara tersebut, Adjie Catatan: CHARLIE CHANDRA Pemeriksaan Karena Menunggt1 Hasil 
sendiri tidak mengetahuijelas apa yang TIDAK PERNAH MENERIMA SU- Gelardi Karowassidik Mabes Polri''ke-
untuk dilengkapi penyidik sesuai per- RAT PEMBERITAHUAN PENE- pada Kapolda Banten melalt1i Sttrat 
mintaan JPU. TAPAN TERSANGKA. katni No, 1603/FGP/Xll/2023 tanggal 

Namun, informasi yang KEA- 2. Karena Cl1arlie Cl1andra tidak 6 Desember 2023. 
DILAN dapatkan, berkas perkara yang pemal1 menerima Surat Penetapan Ter- Tanggal 6 Desen1ber 2023, hari yang 
diajukan pemyidik belum 1ne1nuat se- sangka, 1naka tanggal 24 November san1a, Penyidik Polda Banten telah 
cara utuh kronologis perkara. Dan di- 2023, kan1i 1nengajuka11 PROTESTER- 1nendata11gi kedian1an Charlie Chandra 
sampaikan juga, bahwa belum ada11ya 1-IADAP PEMANGGGJLAN PEME- di Golf.Reside11ce, Kemayoran, Jakarta 
saksi yang meringanka11 terl1adap Cl1ar- RI KSAAN TERSANG KA n1elalt1i St1- Utara dengan alasan akan JEMPUT 
lie. ''Untuk memenuhi petu11juk jaksa rat ka111i No. I 596/FGP/XI/2023 ta11g- PAKSA. Charlie Chandra tidak berada 
tersebut, penyidik telal1 memeriksa gal 24 Nove111ber 2023 kepada Bapak di rumahnya, Penyidik Polda Banten 
Charlie kembali. Pemeriksaan tersebut KABARESKRJM. meninggalkan n1mah Charlie Chandra. 
dilakukan, pada Selasa, 24 April lalu," 3. Tanggal 30 November 2023, 6. Tanggal 7 Desember 2023, kami 



111e11gl1ada1) Bapak KAllOWASSIDlK 
MABES I>QLRI da11 111e11yar11paika11/ 
111e11gajuka11 Pen110l1011a11 Gelar Per­
kara Kl1ust1s di WASSIDIK MABES 
POLRI. Bapak KAROWASSIDIK n1e­
nya111paikan aka11 111e1nproses/1ne11i11-
dakla11juti pennol1011an Gelar Perkara 
Kl1usus tersebt1t serta 111enyataka11 Pe­
nyidik Polda Bante11 ''TIDAK MELA­
KUKAN TINDAKAN APAPUN 
SAMPAI ADA HASIL GELAR PER­
KARA KHUSUS''. 

7. Tanggal 8 Desen1ber 2023, Cl1ar­
lie Chandra dimasukkan kedalam Daf­
tarPencarianOra11g(DPO)No.DP0/54/ 
XII/RES. l .9/2023/Ditreskrimum tang­
gal 8 Desen1ber 2023. 

8. Tanggal 19 Desember 2023, Pe­
nyidik Polda Banten mendatangi rumah 
teman Heinrich Chandra di Sunter dan 
melakukan PENGGELEDAHAN. Pa­
tut diduga Penyidik TIDAK MEMI­
LIKI SURAT IZIN PENGGELE­
DAHAN dari Ketua PN Jakarta Utara 
karena penggeledahan dilakukan atas 
rumah teman Heinrich Chandra yang 
TIDAKADAKORELASINYA/RELE­
VANSINY A terhadap Charlie Chandra. 

9. Tanggal 16 Januari 2024, TELAH 
DILAKSANAKAN GELAR PER-

. ... ·---

KAllAKI-IUSUS terltaclap Laporan Po­
lisi No. LP/8/2285/fV/2023/SPKT/ 
POLDA METRO JAVA tanggal 28 Ap­
ril 2023. Namu11 SAMPAI DENOAN 
SAAT INI (TANGGAL 24 APRIL 
2024) TIDAK ADA HASIL GELAR 
PERKARA KI-IUSUS tersebttt. 

10. Pada tanggal 21 Februari 2024, 
ka111i kembali 1nenghadap Bapak 
KAROWASSIDIK MABES POLRI 
dan menanyakan Hasil Gelar Perkara 
Kl1usus tersebt1t. BapakKAROWASSI­
DIK MABES POLRI menanggapi an­
tara lain sebagai berikut: 

a. "Penyidikan terhadap Charlie 
Chandra akan di hold sa1npai Gugatan 
Perdata yang diajukan Charlie Chan­
dra terhadap PT Mandiri Bangun Mak­
mur dan PT Agung Sedayu yang saat 
ini diadili di PN Jakarta Utara DIPU­
TUS dan BERKEKUATAN HUKUM 
TETAP"; 

b. "Sampai dengan dikeluarkannya 
Hasil Gelar Perkara Khusus tersebut, 
PenyidikTIDAK DIPERKENANKAN 
MELAKUKAN TINDAKAN APA­
PUN terhadap Charlie Chandra"; 

c. "Saat ini, Hasil Gelar Perkara 
Khusus belum dapat diterbitkan/dikelu­
arkan karena SEDANG MENUNGGU 

A Tanah 8,7 Ha di PIK 2 Milik Ahli Waris Diduga Diperjualbelikan Pengernbang Tanpa lzin 

- ---- --

DISPOSISI dari BAPAK KABARES­
KRIM''. 

11. Tanggal 17 Maret 2024, Unit 5 
Resmob Polda Metro Jaya ber­
sama-sama Penyidik Polda Banten 
mendatangi rumah Charlie Chandra di 
Perumahan Golf Residence Kemayo­
ran, Blok GBVI 8, JI. Griya Utama, Pa­
demangan, Jakarta Utara dan melaku­
kan PENANGKAPAN terhadap Char­
lie Chandra berdasarkan Surat Perintah 
Penangkapan Nomor SP.Kap/ I BOmIJ 
RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 
17 Maret 2024 jo. Surat Dirreskrimum 
Polda Banten Nomor B/5081/XII/ 
RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 
13 Desember 2023 perihal mohon ban­
tuan pencarian orang. 

Selanjutnya Unit 5 Resmob Polda 
Metro Jaya menggeledah rumah terse­
but dengan alasan mencari Charlie 
Chandra. Namun saat Penggeledaban, 
Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya TI­
DAK MENUNJUKKAN SURAT IZIN 
PENGGELEDAHAN dari KETUAPN 
JAKARTA UTARA dengan alasan 
Charlie Chandra telah berstatus DPO 
maka TIDAK DIPERLUKAN IZIN 
PENGGELEDAHAN TERSEBUT. 

12. PADA SAAT YANG BERSA-

EDISI 91, Mei 202• IK&\T~N 
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MAAN, Unit 3 RESMOB POLDA 
METRO bersar11a-sa111a Perl)'idik Polda 
Banten mendatangi rumah Sdr. \Villiam 
di Pasir Putih,Ancol, Jakarta Utara. U11it 
3 Resmob Polda MetroJaya bertemu dc­
ngan Sdr. Willia111 dan memiata Cl1arlie 
Chandra untuk keluar dari rumal1 untuk 
bertemu U11it 3 Rcsn1ob Polda Metro 
Jaya. Selanjutnya Charlie Cl1andm ke­
luar dari rumal1 dan DJTANGKAP olel1 
Unit 3 Resmob Polda Metro Jaya serta 
dibawn untuk diproses di POLDA 
METRO JA YA selama l x24 jan1. 

13. Tanggal 18 Marct2024,Sdr. Mu­
anas Alaidid (Pelapor Cl1arlie Cl1andra/ 
Kuasa l1ukum PT MBM) datang kc 
POLDA METRO JAVA dan menemui 
Charlie Chandra untuk NEGOSIASI. 
Dalam proses negosiasi tersebut Char-
1 ie Chandra tidak didampingi Kuasa 
Hukumnyn. Karena negosiasi tersebut 
tidak ada titik temu, maka selanjutnya 
Unit 2 Subdit II Harda Bangtah Ditres­
krimum Polda Banten datang serta 
memba\va Charlie Chandra untuk D1-
TAHAN di POLDA BANTEN. Pena­
hanan tersebut berdasarkan Surat Perin­
tal1 Penahanan No.SP.Han/36/IJI/ 
RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 
18 Maret 2024. 

14. Tanggal 19 Maret 2023, Penyi­
dik memeriksa Charlie Chandra sebagai 
TERSANGKA dengan dugaan Pemal­
suan Su.rat (Pasal 263 KUHP jo. Pasal 
55 KUHP) 

15. Tanggal 5 April 2024, Penyidik 
Polda Banten MEMPERPANJANG 
PENAHANAN Cf·IARLIE CHAN­
DRA (untuk 40 hari) berdasarkan Surat 
No.Bl I 046/fV /Res. I. 9/2024/Ditreskri­
mum tanggal 5 April 2024 Hal: Pembe­
ritalluan Perpanjangan Penahanan Ter­
sangka jo. Surat Perintah Perpanjangan 
Penal1anan No. SP.Han/36.B/IV/ 
RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 5 
April 2024. 

Atas dasar berbagai tcmuan itu, Fa­
jar Gora menilai PRESISI .yang diga-. . 

ung-gaungkan Kapolri Jenderal Pol Lis-
tyo Sigit Prabowo tidak ditcrapkan olcl1 
jajaran Polda Banten dalam kasus yang 

KJW.>tt.ru~ I EDISI II, UdDIZ4 

------- - -- ---- ---------------

dialami Charlie Cl1andra tersebut. 
"PRESISI Kapolri tidak diterapkan da­
lnrn n1cnanga.ni kasus itu." papar Fajar 
Gora. 

Sen1entara itu, Ketua Indonesia Po­
lice \Vatcl1 (IPW) Sugeng Tegul1 Snn­
toso mengatakan, terkait penerapan 
PRESJSI dalam kasus yang tne­
nimpa Charlie Chandra setidaknya 
bisa ditinjau dari tidakjalannya 
aspek • transparansi berkea­
dilan'. 

''Dalam aspek berkeadilan 

\ 
\ 

ini yang menjadi tanda tanya. 
Aspek berkeadilan itu merujuk 5 
pada ketentuan proses pidana ; f. , 1 
d11e 11rocess. Tidak boleh sepi- ~ ~ -.~.Jr. \ 

hak dalam l1al ini penyidik A Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso 
Polda Banten. Artinya, kalau ... ...... ·· ·· · · _,. ... ••··•·• ...... ···-···-··-·-·· • • • · - • 
mau berlaku dua arah atau d11e p1vcess, masi dan keluhan dari pencari keadilan, 
berkeadilan, tidak ada salahnya pene- bahwaterdapatbebempahasilpemerik-
tapan tcrsangka itu disampaikan kepada saan dari Wassidik pada level di atas pe-
si tersangka," papar Sugeng kepada nyidik Polda Banten ini,'1 katanya. 
KEADJLAN, Jumal 26 April lalu. Biro Wassidik telah memberi petun-

Sugeng beralasan, tersangka punya juk bahwa penyidik untuk menunda 
l1ak misalnya mengajukan prapera- dulu proses Iebih lanjutsebelum adanya 
dilan. ••Jadi, aspek ini yang menjadi petunjuk lebih lanjut dari Biro Wassi-
problcm. Artiny~juga aspek traspamn- dik. ''Nah, Biro Wassidik adalah satu ba-
sinya. Transparasi penyidikan yang gian dalam internal Polri yang diberikan 
mengaral1 hak pada tersangka membela hakjuga untuk mclakukan supervisi dan 
diri dengan menguji l1asil penyidikan. pengawasan kepada tingkat penyidikan. 
ltu penting," ujamya. lni harus dihonnati," tegas Sugeng. 

Lebih jauh diungkapkan, surat pe- Sugeng menambahkan, oleh karena 
netapan sebagai tcrsangka adalah sesu- itu apabila sudah ada hasil gelar perkara 
atu yang ,vajib diterima oleh tcrsangka. sebagai bentuk supervisi ataupun 
Mengapa? Karena dengan surat penc- arahan dari Biro Wassidik, menurut 
tapan sebagai tersangka ini ada dua as- lPW ini harus dihonnati. •·Knlau tidak 
pek, pertama adalah bal1,va penyidik te- dihormati artinya prinsip-prinsip kea-
lal1 mcnjalankan kewenangannya se- di Ian dalam proses penyidikan di Polda 
hingga membuat suatu penetapan, ini Banten diabaikan," katanya. 
perlu diketahui olel1 pil1ak tersangka. Berbagai kasus dimana mkyat ber-
Perlu, denga11 adanya penetapan ter- hadapan dengan korporasi besar sudah 
sangka dalam proses penegakan hu- menjadi rahasia umum fenomcna hu-
kum. kum tajam ke bawah kcrap terjadi. Hal 

Pcnetapan tersangka itu bisa diuji inijugadiungkapSugengketikamenge-
secara hukum melalui proses pmpern- tahui dalam kasus di Polda Banten ini, 
dilan. Schingga bila tidak ada pcne- Charlie Chandra berhadapan dengan 
tapan tersangka yang diberikan kepada pengembang raksasa. •'O.wh, ngerii. lni-
tcrsangka ini mcngurangi hak tersangkn lah fenomena hukum tajnm ke ba,vah," 
untuk membela diri. katanya. 

•·JPW mcndnpatkan bcberapa inf or- • llM KEADllAN 



• --------------------------

PERMATA BERLUMUR AIRMATA 

ISetelah negosiasi harga lahan gagal, Sumita Chandra, 
dipidanakan. la terpaksa mengungsi ke luar negeri 
sampai mati. Lahannya dikuasai dan dijual pengembang 
kepada masyarakat. Anaknya jug a dipidana. 

dari Paul Ca11dra karena ada cap jcrnpol 
Tl1e Pit Nio. Cap jernpol menunjukkan 
istri Tan Lian I-Io itu mengct.ahui dan 
n1cnyetujui penjualan lal1an tersebut 

Sctclah rnembeli laha.n, Chairil 

okyo Riverside bisa dise­
but permata indah di Pan­
tai Indah Kapuk (PIK) 2. 
Kawasan seluas 60 hek­
tar ini diklaim sebagai 

mahakaryaAgung Sedayu Grup (ASG). 
Setidaknya begitu pengakuan pengem­
bang tersebut dalam berbagai tulisan 
bemada advertorial yang mudah dijum­
pai di berbagai media seperti internet. 

Meskipun bisa disebut satu permata 
di PIK 2 sehingga harga per metemya 
dibanderol sekitar Rp20 juta, Tokyo Ri­
verside bisa juga disebut permata berlu­
rnur air mata. Setidaknya air rnata kelu­
arga Surnita Candra. Pasalnya, lahan se­
luas 8,7 hektar lal1an milik mereka di­
ambil begitu saja dan dijual kepada rna­
syarakat oleh pengembang. 

Menu rut pengacara keluarga Su.rnita 
Candra, Fajar Gora, lahan rnilik l<lien­
nya seluas 8,7 hektar itu berada dalam 
kawasan Tokyo Riverside. Laban terse­
but tercatat di Sadan Pertanahan Nasi­
onal (BPN) Kabupaten Tangerang da­
lam SHM No.5/Desa Lerno. uAyah dari 
l<lien karni rnembeli lahan itu secara sah 
dari Chairil \Vidjaya," cerita Gora. 

Gora lalu dengan garnblang rne­
nyarnpaikan riwayat tanah SHM No.5/ 
Desa Lerno tersebut kepada KEA-
01 LAN. Dikatakannya, lahan tersebut 
awalnya bagian dari lal1an rnilik Tuan 
Kasir yang luasnya sekitar 40 hektar. 
Tuan Kasir lalu rnewariskan tanah ter­
sebut kepada anaknya bemarna Paul 
Candra. 

Paul Candra lalu rncnaikkan status 

t.anal1 yang saat 
itt1 beralaskar1 
girik dalarn 
bentuk en1pat 
sertifikat hak 
milik (SHM). 
Salah satunya 
SHM No.5/ 
D e s a 
Lerno. 

g Widjaya tak langst1ng melakukan balik 
g nan1a. SI-IM No.5/Desa Lerno dijadikan 
; jan1inan utang kcpada Sumita Candra 
g n1clalui Akte No. 16 pada 3 Juni 1982. ..,, 
~ Akte No.16 terscbut dipcrk'l.lal oleh 
~ Aktc No.17 dan 18 pada 3 Juni 1982. 
~ ~ Tiga akte itu dibuat di hadapan Notaris 
o.; 

~ Siti Narja11i Socpangat SH. 
~ Dalan1 Akte No.17 dan 18, Chairil 
>'-

:,'-, _'2_ Widjaya bert.indak scbagai pemberi ku-
(. ...... , asa, Surnita Candra sebagai pene-

.. ....._:d, rima kuasa dan The Pit Nio seba-
• l'jr) gai saksi. Dala.m Surat Kuasa 

' - \ No.17, Surnita Candra diberi 

A Sumita Chandra saat menyampaikan testimoninya. 

1 kuasa mcnjual atau mengga­
daikan. Sedangkan dalam 
Surat Kuasa No.18 Sumita 
Candra diberi kuasa rnela-

Pemecahan menjadi cmpat SI-IM ini se­
benamya praktik yang biasa. l:lal itu di­
lakukan untuk rnenyiasati aturan ba­
tasan luas kepernilikan lahan rnilik pcr­
orangan. 

Untuk rnenyiasati aturan, Paul Can­
dra rnenggunakan nama-na111a kelu­
arga. Untuk SHM No.5/Desa Lerno, 
Paul Candra rnenggunakan nan1a The 
Pit Nio. Siapa The Pit Nio? Perempuan 
ini isteri dari adik tiri Paul Candra yang 
bemama Tan Lian Ho. Oleh karcna itu 
The Pit Nio bisa disebut adik ipar tiri 
Paul Chandra. 

Pada 1982, Paul Candra rnenjual 
SHM No.5/Desa Lerno kepada Cl1airil 
Widjaya mclalui Akta Jual Beli (AJB) 
No.202/12/1/ 1982 tanggal 12 Maret 
1982. Chairil Widjaya rnau rnen1beli la-
l1an yang rnasih atas nama The Pit Nio 

kukan balik nama. 
Me11urut Gora, suratkuasa dari Cha­

iril Widjaya kcpada Sumita Candra me­
lengkapija111inan utang Chairil Widjaya 
kepada Sumi ta Candra. ''Menurut cerita 
klien kami, ide membuat surat kuasa ini 
berasal dari notaris ayal1 kl ien kami agar 
tak diperse11gketakan di kemudian hari 
terkait sertifikat sebagai jarninan 
utang," tutumya. 

Dijelaskannya, Chairil Widjaya dan 
Sumitl1a Candra sclama ini merniliki 
l1ubungan bisnis. Chairil \Vidjaya ada­
lah pedagang. Scdangkan Sumita Can­
dra adalah pengusaha. Sebelum Chairil 
Widjaya mcmbeli lahan SHM No,5/ 
Desa Lerno, keduanya memang sudah 
kenal la111a dan tcrlibat ht1bungan bis-

• n1s. 
Pada 

sanggup 
1988, Chairil Widjaya tak 
melunasi utangnya sebesar 
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A lokasi tanah a.n. Sumita Chandra menurut SHM No. 5 Desa Lerno Tangerang th. 1969 (garis merah) 
yang disesuaikan dengan kondisi tanah PIK 2 (Th. 2023). 

---------------- ------------------------------------------------ -- ------------ -- ------ -------------------------

Rp30 juta kepada Sumita Candra. Ia 
menjual jaminan utangnya, SHM No.5/ 
Desa Lerno, kepada Sumita Candra. Un­
tuk hal terse but dibuatlah AJB No.3 8/S/ 
VIII/felukNaga/1988 tanggal 9 Febru­
ari 1988 antara Chairil Widjaya dengan 
Sumita Candra. 

SetelahAJB, Sumita Chandra mela­
kukan balik nama pada 26 Desember 
1988. Meski ada kuasa di Akte No. I 8, 
alcte itu tak digunakan untu.k balik nama. 
Sebab, SHMNo.5/Desa Lerno sudah di­
bali.knamakan Chairil Widjaya pada 
1986. Dengan AJB No.38/SNIII/feluk 
Naga/1988, SHM No.5/Desa Lerno jadi 
atas nama Sumita Chandra. 

Sejak 1988 itu, lahan seluas 87.100 
meter persegi itu dikuasai secara fisik 
oleh Sumita Chandra. Laban tersebutdi­
jadikan empang dengan memperkerja­
kan sejumlah pekerja. ''Selama itu lahan 
tersebut tetap dikuasai secara fisik oleh 
keluarga klien kami, meski sempat ada 
sedikit riak perdata," tutur Gora. 

Riak tersebut terjadi 1994. Saat itu 
Sumita Chandra mendapatkan infor­
masi bahwa lahan miliknya diklairn 
Bank Pernbangunan Asia (BPA) milik 
Darmawan Lee. Dasamya adalah ada­
nya AJB No.693.2/1482/JB/I 984 tang-
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gal 31 Desernber 1984 antara The Pit 
Nio dengan Wisnu Soejanto, orang ke­
percayaan Darmawan Lee. 

Mengetahui itu, Sumita Candra 
Iangsung rnengajukan permohonan 
pernbatalan AJB melalui Pengadilan 
Tata Usaha Negara (PTUN). Pada 13 
Oktober 1997, MA mengabulkan per­
mohonan Sumita Chandra melalui pu­
tusan No.276 KffUN/1996. AJB The 
Pit Nio dengan Wisnu akhimya dibatal­
kan dan inkrah. 

Enarn bulan sebelum keluarputusan 
MA itu, muncul gugatan di Pengadilan 
Negeri (PN) Tangerang, pada 19 April 
1997. Penggugatnya Ny Vera Juniarti 
Hidayat. Ia mengaku mendapat hibah 
tanah itu dari The Pit Nio. Ia menggu­
gat Paul Candra, Chairil Widjaja, Su­
mita Chandra, Menteri Dalam Negeri, 
Notaris, Menteri Agraria dan Bank Cen­
tral Asia (BCA). 

BCA menjadi tergugat karena me-
11eri1na SHM No.5/Teluk Naga yang di­
agunkan Surnita Chandra. Keberadaan 
SHM No.5/feluk Naga di BCA jttstru 
memperkt1at keabsal1anjual beli Chairil 
Widjaja denga11 Sun1itha Chandra. Se­
kaligus 111e1nbuktikan AJB Tl1e Pit Nio 
dan Wis11u tanpa sertifikat asli. 

--- - --

Vera Jt111iarti yang rnerupakan sau­
dara tiri Paul Candra, juga menggugat 
keabsahan penjualan SHM No.5/Desa 
Lerno kepada Chairil Widjaja. Alasan­
nya, ad,1 putusan pidana No.596/ 
PID/S/1993/PN/fNG atas nama Paul 
Candra. Paul dihukum 6 bulan karena 
menggunakan cap jempolnya meng­
ganti cap jempol The Pit Nio. 

Ny Vera J uniarti Hidayat awalnya 
menang di PN Tangerang. PN Tange­
rang menyatakan AJ'B No.38/5NII/f e-

~ luk Naga/1988 antara Chairil Widjaya 
~ dengan Sumita Chandra batal demi hu-
~ kum. Namun Sumita Chandra menga­
o 
§ jukan banding ke Pengadilan Tinggi 

(PT) Bandung, Jawa Barat. 
PT Bandung kemudian mengeluar­

kan putusan banding No. 726/Pdt/1998. 
PT.Bdg tanggal 27 Januari 1999. Isinya 
menerirna permohonan banding dan 
membatalkan putusan PN Tangerang 
No.82/Pdt.G/1997 /PN/fNG tanggal 25 
November 1997. 

PT Bandung menjawab dua masa­
lah hukum yang selama ini digunakan 
untuk menggoyang kepemilikan Su­
rnita Chandra. Pertama, apakah putusan 
pidana terhadap Paul Candra bisa meng­
gugurkan keabsahan jual beli SHM 
No.5/Desa Lerno. Kedua, siapa secara 
hukum sebagai pemilik sah SHM No.5/ 
Desa Lerno. 

PT Bandung menyatakan putusan 
pidana terhadap Paul Candra tak mem­
pengaruhi keabsahan jual beli. Ini bu­
nyinya. ''Mengesampingkan Ptitusan 
Pidana No.596/PID/S/1993/PN/fNG 
karena adanya Akta Kuasa Nomor 17 
dan Akta Kuasa Nomor 18 yang mene­
rangkan The Pit Nio mengetahui dan 
menyetujui penjualan/Balik Nama 
SHM No.5/Desa Lerno.'' 

Sedangkan soal pemilik sah SHM 
No.5/Desa Lerno, PT Bandung menya­
takan lahan itu milik Sumita Chandra. 
Sebab, Pengadilan Tinggi menyatakan 
AJB No.202/12/1/1982 antara Paul 
Candra dengan Chairil Widjaja danAIB 
No.38/5Nllffelttk Naga/1988 antara 
Chniril Widjaya dengan Sumita Chan-



nyatakan SHM No.5/Desa Len10 sah 
milik Sun,ita Chandra. 

Ny Vera Juniarti Hidayat ke111udian 
1nengajt1kan Peninjauan Ke1t1bali (PK) 
kepada MA. Nan1u11 lagi-lagi MA 111e­
lalu putusan .PK No.250 PK/Pdt/2004 
n1enolak pen110L1onan Ny Vera Juniarti 
Hidayat. Maj el is PK sependapatdenga11 
ptttusan PT Bandung dan Kasasi MA. 
SHM No.5/Desa Lerno tetap sal1 milik 
Sumita C.handra. 

Setelah lolos dari riak AJB antara 
The Pit N io dan Wis nu serta gugatan Ny 
Vera Juniarti Hidayat, Sun,ita Chandra 
akhimya tenang selama 9 tahun sampai 
2015. ''Jadi bisa disebut selama 27 ta­
bun keluarga klien kami bisa aman me­
nguasai lahan sampai datangnya badai 
besar pada 2015 silam," tambah Gora 
lagi kepada KEADlLAN. 

DIPIDANAKAN 
Badai baru datang lagi pada 19 Juni 

2014. Sun1ita CI,andra dipidanakan Sof­
yan Anwar, salah satu anak The Pit N io, 
ke Polda Metro Jaya. Yaitu, terkait du­
gaan cap jempol palsu The Pit Nio se­
bagai saksi dalamAkte No.18. Menurut 
pelapor Akte No.18 tersebut digunakan 
Sumi ta Chandra u.ntuk bal ik nama SHM 
No.5/Desa Lerno. 

Laporan Sofyan Anwar ini seperti 
mengikuti konstruksi hukum yang 
mernpidanakan Paul Candra, 21 tahun 
sebelumnya. Yaitu putusan pidana 
No.596/PJD/S/1993/PN/TNG yang 
menyatakan cap jempol The Pit N io da­
lam AJB No.202/12/1/1982 antara Paul 
Candra dengan Chairil Widjaja palsu. 

Menurut Fajar Gora, pemidanaan 
Sumi.ta Chandra yang didasari penggu­
naan Akte No.18 sangat keliru. Pasal­
nya balik nama yang dilakukan Sumita 
Chandra tak memerlukan Akte No. 18 
lagi. Pasalnya pada 1986, SHM No.5/ 
Desa Lerno sudah dibalikan namakan 
dari The Pit Nio kepada Chairil Widjaya ~ 
oleh Chairil Widjaya sendiri. Oleh ka- ~ 
rena itu proses balik nama kepada Su- 8

1 

mita Chandra hanya perluAJB No.38/5/ ~ 

dra sah dan n1engikat. 
Putusan PT Bandung ke1nudian di­

la\van Ny Vera Juniarti Hidayat 111elalui 
kasasi ke Mahka111ah Agung (MA). Na-

111un pcrmohonan kasasj Ny Vera Juni­
arti Hidayatditolak MA melalui putusan 
kasasi No.3306 K/Pdt/2000. MA mem­
perkuat keputusan PT Bandung dan me-

A Lokasi tanah SHM No5/Lemo a.n. Sumita Chandra di sisi Barat yang sudah dijual Pengembang PIK 2. 

-

- --- - --
A Area Tengah tanah SHM No.5/Lemo a.n. Sumita Chandra yang telah menjadi jalan fly pass PIK2. 
·· ··· ········· ···· ······ ····· ··· ·· ·· ····· ·· ·········· ·· ··········· ·· ····· ······· ··· ······ ········· ···· ·········· ··· ···· ············· ·········· ··· ·· · ····· ··· ··· ·· ··-· 

Vllff eluk Naga/1988 antara Chairi I A Area sisi Timur tanah SHM No.5/Lemo a.n. Sumita Chandra yang masih dalam penggarapan. 
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Sutnita Chandra. Apalagi ketentuan da­
lam IPL secara tegas juga menyebutkan 
mengenai lahan yang sudah memiliki 
SHM harus diselesaikan dengan pemi­
lik. 

Keterangan Gora ini dipertegas ku­
asa hukum ahli waris Sumita Chandra 
lainnya, Patra M Zein. Menurut Patra, 
secara hukum SHM No.5/Desa Lerno 
sampai sekarang masih sah sebagai mi­
lik keluarga kliennya. "Berdasarkan pu­
tusan PK MA, AJB No.202 dan AJB 
No.38 masih sah dan bersifat mengi­
kat," ujarnya. 

A Tanah SHM No5/Lemo a.n. Sumita Chandra di sisi Timur flypass ke arah Selatan yang sedang dalam 
pengerjaan. AHLI WARIS DIPOLISIKAN 

Widjaya dengan Sumita Chandra. 
Selain itu, dalam pengakuan tertulis 

semasa hidup yang dilansir Fajar Gora, 
Sumita Chandra juga meragukan cara 
polisi membandingkan keaslian cap 
jempol di Akte No.18 dengan cap jem­
pol di KTP milik mendiang The Pit Nio. 
Pasalnya laporan pidana dibuat tahun 
2014 sementara The Pit Nio sudah me­
ninggal dunia sekitar tahun 2005. 

Gora kepada KEADILAN mengaku 
sependapat dengan Sumita Chandra. 
Menurutnya, cap jempol The Pit Nio 
padaAkte No. I 8 seharusnya dibanding­
kan dengan cap jempol langsung mi1ik 
The Pit Nio. ''Tidak bisa pakai cap jem­
pol di KTP. Siapa yang menjamin cap 
jempol di KTP itu asli. Apalagi kondisi 
KTP itu sudah rusak," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Gora, ada atau ti­
dak adanyaAkte No.18 sebenarnyajuga 
sudah tak berpengaruh Iagi dengan pro­
ses balik nama SHM No.5/Desa Lerno 
kepada Sumita Chandra. Pasalnya, 
SHM tersebut sudah atas nama Chairil 
Widjaya sejak 1986. "Jtu sebabnya dari 
awal kami bilang perkara ini terkesan 
kriminalisasi," ujarnya 

Sumita Chandra dalam pengak:uan 
tertulisnya juga mengaku, sebelum pe- ~ 

midanaan, ada pihak yang mengak:u me- ~ 

wakili pengembang PIK 2 menawar la- o 
2 hannya. Namun ia menolak karena 

harga yang ditawarkan terlalu murah. la 
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juga mengaku pemah 'diancam' bahwa 
status tanahnya bennasalah dan dirinya 
bisa dipidanakan. 

Merasa tertekan, Surnita Chandra 
pergi berobat ke Australia. Saat berobat 
di negeri asing, lahannya dikuasai PT 
Mandiri Bangun Makmur (PT MBM) 
pada 2015. PT MBM mengaku memi­
liki izin lokasi dari Pemkab Tangerang. 
Sumi ta Chandra wafat di Australia pada 
2016 dan perkaranya dihentikan Polda 
Metro Jaya. 

Menurut Fajar Gora, izin lokasi 
yang dimiliki PT MBM tak bisa digu­
nakan dasar menguasai tanah milik ke­
luarga kliennya. Pasalnya, lahan terse­
but sampai sekarang masih sah milik 

Waiau lahan SHM No.5/Desa Lerno 
masih sab milik Sumita Chandra, na­
mun lahan seluas 87. l 00 meter persegi 
sejak 2016 lalu sudah dipasarkanAgung 
Sedayu Grup (AGS). Laban tersebut di­
pasarkan tanpa sepengetahuan atau per­
setujuan Sumita Chandra atau ahli wa­
risnya kepada pihak ketiga. 

Berdasarkan dokumen yang dipero­
leh KEADILAN, pada 13 September 
2021, perwakilan PT MBM/ASG, beri­
nisial AH, disebut mengundang Charlie 
Chandra, ahli waris Sumita Chandra, ke 
Kantor ASG. Dalam kantor tersebut, 
Charlie temyata tidak hanya bertemu 
AH, tapijuga Iptu Is anggota Ditreskri­
mum Polda Metro Jaya. 

Dalam pertemuan tersebut, AH me-

A Agung Sedayu Group Tower di Jalan Pantai lndah Kapuk No. 2, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. 
···· ···· ···· ···· ······· ················· ·· ·· ··· ·····•····· ···· ··········· ··· ···· ···· ·············· ···· ··· ··· ···· ······· ··· ·· ····· ··········· · ······ -···· ·· ···· ····· ·· ········· · ·· ······ ····· 



11a,varka11 selun1l1 tanal1 Sl-lM No.5/ 
Desa Le1110 de11gan harga pen11cter 
Rp200 ribu. Na111t111 ditolak Charlie. 
Mendengar penolakan itt1, AH 111e11ga11-
ca1n akan 111e111pidanakan Cl1arlie Chan­
dra. ••Anca111a11 itu dilakukan dihadapan 
lpttt Is tersebut," tttlis dokutnen terse­
but. 

Dokumen ittt juga 1nenyebutkan 
bahwa pada 8 November 2021, PT 
MBM mengirimkan somasi kepada ahli 
waris tnelalui surat Mno.007/LGL.LA/ 
MBM/Xl/2021. Somasi iru pada pokok­
nya meminta ahli waris Sumita Chan­
dra menyerahkan SHM No.5/Desa 
Lerno kepada PT MBM selaku kuasa 
ahli waris The Pit Nio. 

Somasi itu dijawab ahli waris de­
ngan melalui surat elektronik kepada 
Mety Rahmawati selaku Legal Mana­
ger Litigasi PT MBM. Suratjawaban iru 
menyatakan bahwa permintaan PT 
MBM tidak berdasarkan hukum karena 
SHM No.5/Desa Lerno masih atas nama 
Sumita Chandra. 

Setelah mendapat jawaban ahli wa­
ris Sumita Chandra, PT MBM kembali 
melayangkan somasi terakhir dengan 
permintaan sama pada 17 November 
2021. Setelah somasi terakhir tersebut, 
pada28 Desember2021 muncul laporan 
polisi yang dibuat Aulia Fahrni selaku 
kuasa hukum PT MBM dengan terlapor 
Charlie Chandra. 

Dua hari setelah adanya laporan po­
lisi, pada 30 Desember 2021 terbit Su­
rat Perintah Penyelidikan No.SP.Li­
dik/4007 /Xll/202 l Ditreskrimum tang­
gal 30 Desember 202 I . Pada 3 F ebruari 
2022, Charlie Chandra kemudian diun­
dang penyelidik untuk klarifikasi dan 
dipenuhi Cl1arlie Chandra pada 8 Feb­
ruari 2022 . . 

Sebagai itikad baik menyelesaikan 
permasalahan dengan PT MBM, Char­
lie Chandra melalui pengacaranya me­
ngirimkan surat No. l 3 l 2/FGP/IX/2022 
kepada PT MBM/ ASG pada 12 Sep­
tember 2022. Surat tersebut berisi pena­
waran harga jual tanah dengan SI-IM 
No.5/Dcsa Lerno atas nama Sumita 

Cha11dra kepada JlT MBM. 
Selatna berbulan-bulan perkara ter­

sebut terkesan menggantung di Polda 
Metro Jaya. Pengacara Charlie ber­
kali-kali mengirimkan surat untuk me­
minta perketnbangan laporan polisi 
yang dibuat Aulia Fahrni tersebut. Di­
antaranya tanggal 26 September 2022 
dan 31 Oktober 2022. Namun tidak di­
jawab Polda Metro Jaya. 

DIGEBUK KANWIL BPN BANTEN 
Menyadari SHM No.5/Desa Lerno 

sah milik orang tua mereka, ahli waris 
Sumita Chandra segera melakukan pro­
ses batik nama. Charlie pun meminta 
saudara perempuannya, Ny Sunny, me­
ngirimkan sertifikat asli yang berada di 
Sidney,Australia. Sertifikatasli ittt sam­
pai di Indonesia pada 7 November 2022 
melalui fe-dex. 

Tidak lama setelah sertifikatasli ber­
ada di Indonesia, terbit Surat Perintah 
Penyidikan (Sprindik) No.SP.Si­
dik/224/Xl/2022/Ditreskrimum tang­
gal 30 November 2022. Sprindik ini ter­
kait dugaan penggelapan yang dilapor­
kan Aulia Fahrni dengan terlapor Char­
lie Chandra dkk. 

Oleh karena SHM No.5/Desa Lerno 
masih atas nama Sumita Chandra maka 
Charly mengaukan proses balik nama 
SHM No.5/Desa Lerno menggunakan 
jasa PPAT Soekamto pada 30 Januari 
2023. Pada 8 Februari 2023 sertifikat 
asli diserahkan Charlie kepada Soe­
kamto dan diserahkan Soekamto ke 
BPN Kabupaten Tangerang esok hari­
nya. 

Proses batik nama di BPN Kabt1pa­
ten Tangerang awalnya lancar. Namun 
pada 23 Februari 2023 terbit lagi Sprin­
dik terhadap Charlie Chandra di Polda 
Metro Jaya, No.SP.Sidik/356/11/2023/ 
Ditreskrimum. Menurut Gora, Sprindik 
terak.hir, dasar laporan pidananya sama 
dengan sprindik tanggal 20 November 
2022. "Dua sprindik dalam sattt laporan 
pidana agak luar biasa. Biasanya satu la­
poran pidana hanya naik satu sprindik," 
ujar Gora. 

Selang dua 
hari setelah 
Sprindik ke­
dua, Chari ie 
dipanggil 
penyidik. 
Tiga hari i 
kemu- "' 

A Fa jar Gora SH, MH.Kuasa Hukum Charlie 
Chandra 

dian, 28 Februari 2023, muncul surat 
perintah penyitaan No.Sp.Sita/134/ 
II/2023/Ditreskrimum terhadap SHM 
No.5/Desa Lerno yang nyata-nyata atas 
nama Sumita Chandra. 

Pada I Maret 2023, kuasa hukum 
Charlie Chandra, Fajar Gora, rnengi­
rimkan surat No.1411/FGP/IW2023 
kepada Menteri ATR/BPN. Isinya me­
minta perlindungan hukum terhadap 
penyerobotan Mafia Tanah. Sehari ke­
mudian saat Charlie diperiksa penyidik, 
penyidik lain merninta izin penyitaan 
SHM No.5/Desa Lerno ke PN Tange­
rang. 

Sehari setelah diperiksa penyi~ 3 
Maret 2023, Charlie rnendatangi BPN 
Kabupaten Tangerang untuk menanya­
kan kelanjutan permohonan balik nama. 
Rupanya saat itu penyidik Polda Metro 
Jaya sedang melakukan penyitaan ter­
hadap SHM No.5/Desa Lerno yang se­
dang proses batik nama. 

Pada 11 Maret 2023, Charlie men­
dapat surat dari Kantor Wilayah BPN 
Provi11si Banten. Surat yang tanggalnya 
sama persis dengan penyitaan di BPN 
Kabupaten Tangerang tersebut berisi 
pemberitahuan Surat Keputusan (SK) 
Kepala Kanwil BPN Banten No.3/Pbt/ 
BPN.36/IIl/2023 tanggal3 Maret 2023. 

SK Kepala Kan\vil Banten ini be-
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lAPORAN 
~~UTAMA ________________ _ 

11ar-benar ge­
buka11 111e111ati-
ka11. Kepala 

Ka11wil BPN 
Ba11ten Rt1di 
Rubijaya, 

A Kapolda Metro Jaya, lrjen Pol Karyoto. 

rnernutuskan batalnya pencatatan pera­
lihan hak SHM No.5/Desa Lerno dari 
The Pit Nio kepada Chairil Widjaya dan 
peralihan hak dari Chairil Widjaya ke­
pada Sumita Chandra. 

Pertirnbangan hukum SK ini adalah 
adanya Putusan Pidana No.596/ 
PID/S/1993/PN/fNG terhadap Paul 
Candra. Selain itu adanya penyidikan 
terhadap Surnita Chandra dan Charlie 
Chandra. SK ini sarna sekali tidak rnem­
pertimbangkan putusan kasasi No. 
3306 K/Pdt/2000 dan putusan PK 
No.250 PK/Pdt/2004 yang rnenyatakan 
SHM No.5/Desa Lerno sah milik Su­
mita Chandra. 

SK yang diteken Rudi Rubijaya me­
nurut Gora bisa disebut 'offside'. Se­
bab, SK yang mengembalikan SHM 
No.5/Desa Lerno kepada nama The Pit 
Nio seperti mernbatalkan putusan M.A. 
Padahal, putusan MA mengesamping­
kan putusan pidanaNo.596/P lD/S/ 1993/ 
PNrfNG terkait kepemilikan Sl➔M. 

No.5/Desa Lerno. 
Selain itu SK Kepala Kanwil Banten 

juga terkesan sedikit 'konyol'. Selain 
membatalkan putusa11 MA, juga meng­
gunakan pertimbangan penyidikan ter­
hadap Sumita Chandra dan Charlie 
Chandra. Padahal laporan pidana itu 
masih penyidikan da11 belum berkeku­
atan hukum tetap. Bahkan perkara Su­
mita Chandra pun sudah dihentikan. 

IEIK.EADtL.t\NI EOISI 91, Mei 2024 

Merasa dizalin1i SK Rudi Rttbijaya, 
Cl1arlie dan kt1asa l1t1kumnya 1nengadu 
ke1Jada Menteri ATIUBPN yang saat int 
dijabatMarsekal (Punt) 1-ladi Tjaltjanto. 
Pada 14 April 2023, Charlie dan kuasa 
l1uktnn11ya diterima I-Iadi. Me11un1t 
Gora, Hadi saat itu 111erespon baik dan 
sernpat gele11g-geleng kepala rnende­
ngar cerita kliennya. 

ATR/BPN, llyas Tedjo Priyono, rnela­
kukan gelar intemaJ. "Sebagai pencari 
keadilan, kami rnerasa punya harapan 
dong," ujar Gora kepada KEADILAN. 

1-ladi yang 1nengaku ditugaskan 
khusus oleh Presiden Joko Widodo 
me1nerangi mafia tanah, saat itu tang­
sung me1nerintahkan Direktur Jende­
ral (Dirjen) Penanganan Sengketa 
dan Konflik Tanah Kementerian 

Sikap responsif Menteri Hadi Tjah­
janto tersebut, rnenurut Gora, awalnya 
serasa oase di padang pasir bagi Char­
lie dan keluarganya. Maklum, Charlie 
dan ayahnya sudah cukup lama rnende­
rita. Bapaknya dipaksa 'rnengungsi ' 
sampai mati ke luar negeri. Sedangkan 
ia sendiri juga dipidanakan PT MBM 
melalui laporan Aulia Fahrni. 

Pada 23 Mei 2023, oase terasa se­
makin sejuk. Hari itu rnelalui surat 
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No.1176/V /RES.19/2023/Ditreskri­
murn, Polda Metro Jaya mengabarkan 
kepada Charlie Chandra dan kuasa hu­
kurnnya bahwa perkara pidana pengge­
lapan yang dilaporkan Aulia Fahrni, su­
dah dil1entika11 pe11yidikannya melalui 
Surat No.S. Tap/87 /JV /2023/Ditreskri­
mum tanggal 28 April 2023 karena tak 
cukup bukti. 

Dalam surat tersebut, disebutkan 
bal1wa Surat Perintah Penyitaan No. 
SP.Si ta/ 134/11/2023/ Ditreskrimum 
tanggal 28 Februari 2023 dan Serita 
Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2023 
tak berlaku lagi. Sl·IM No.5/Desa Lerno 
yang sudah disita penyidik aka11 diken1-
balikan lagi kepada BPN Kabupatcn 
Tangera11g, ternpat sertifikat itu disita. 

Pada 24 Mei 2023, juga rt1u11cul ka­
bar tclal1 ,1ilakt1kar1 gclar i11ten1al di Ke­
rne11tcria11 ATTVBJ>N tcrkait terbitnya 
SK Kcpala Ka11wil Bf>N Ba11tcn No.3/ 
Pbt/BPN.36/111/2023 ta11ggal 3 Maret 
2023. SK ya11g tcrkesa11 'l>ffsidc' itt1 di­
telaah pcserta gclar yn11g dipir11pi11 Dir­
jcr1 Pcr1angana11 Sc11gkcta clar1 Ko11nik 
Ta11al1 Ke111c11teria11 Al~R/BPN, ll)1as 
lcdjo Priyo110. 

Tedjo saat dikor1fim1asi KEA­
DI LAN saat ittt 111c11gataka11 gclnr intcr-
11al l1ari itt1 111c111aparka11 1>erti111banga11 
Kcpnla Kn11,vil BJ>N 111c11crbitkan SK 
No.3/J>btfB PN .36/111/2023 tcrscbt1t. la 
jt1ga 111c1tja1tjika11 aka11 111cnerbitkan ke­
ptltusa11 sah atatr ticlak11ya SK Kepaln 
Ka11,vil Ba11ten terscbut dala111 ,vakttr 14 
l1nri. 

Saal gelar i11ten1al bclt1111 sclcsai, PT 
t\1 Bt\1111clalt1i At1lia Fal1111i 111elaporkan 
ke111bali Ct1arlie Cl1a11dra kepada Polda 
Metro Ja)1a. Laporn11 No.LP/8/2285/ 
1\1/2023/SPKT/Polda MctroJa)ra tersc­
bt1t terkait dt1gnn11 pida11a pcn1alsuan st1-
rnt dala111 pen11ol1011a11 balik 11an1a SHM 
No.5/Dest\ Le1110 ya11g dilakukan Char­
lie kcpadn BPN Kabt1paten Tangerang. 

"Nle11t1n1t Gora, klienn)'a barn me-
11gctaht1i laporn11 barn tersebut setelah 
111e11dnpat t1ndnngan klarifikasi dari 
U11it 3 St1bdit Harda Polda ~letro Jaya 
padn 9 Jt111i 2023. Atas undangan ini, ia 

atas nama kliennya meminta klarifikasi 
diundur pada 15 Juni 2023. ''Ketika 
klien kami hadir, penyelidik n1eminta 
klarifikasi terkait klausul dalam formu­
lir 13 untuk proses balik nama," ujar 
Gora. 

Dalam fonnulir tersebut memang ..., 

ada klausul bah,va tanah yang dimohon 
untuk balik nama tersebut tidak dala111 
sengketa dan dikuasai secara fisik olel1 

--= pemohon. KJausul dikuasai 'secara fi- § 
sik' i11i dijadikan celah melaporkan ~ 

0 
Charliedengan sangkaan pe111alsuan st1- § 

rat. Sebab, lahan dikuasai secara fisik 
oleh PT MBM 

Saat Charlie dan kuasa l1ukt1n111ya 
sibuk menghadapi laporan polisi, BPN 
Kabupate11 Tanger.ing meni11daklanjuti 
SK ltubi 1iudija)~a. Kantor Bf>N Kabu­
patcn Ta11gcrnng 111cncrbitka11 serti tikat 
J>Cngganti ntns Sli~t No.5/Desn Lento. 
Sckaligus 111cnc:itotknnr1)'0 scbagai 111i­
lik ·r11e Pit Nio. 

Sctelal1 tcn:ntat atns na111n ·r11c Pit 
Nio. 39 al1li ,vnris ·rhe Pit Nio rnenga­
jt1knn pennohonnn balik na111a p11da 13 
Jt111i 2023. Pcn11ohonnn ini kcn1udian 
ditt:rin1a dengan n1ulus olch BPN Ka­
bt1patcn Tn11gera11g sehingga pada scrti­
fikat pengganti Sl-fNl No.5 mcnjadi alas 
11a111n 39 ahli ,,1aris The Pit Nio. 

Pernbahan ccpat administrasi di 
BPN Kabupatcn Tangcrang tak sampai 
di titik ittl saja. 39 ahli ,varis Tt1e Pit Nio 
jt1ga n1e11gajukan permohonan pern­
bal1an status SHf\4 No.5/Desa Lerno 
111enjadi Hak Guna Bangunan (HGB). 
Pem1ol1onan pcrubahan status tanah ini 
agak unik. Pasalnya status SH.M lebih 
tinggi dari Sertifikat HGB. 

Setelah permohonan pernbahan di­
terima BPN Kabupaten Tangerang, 
SHM No.5/Desa Lerno akhimya diha­
pus. Terbitlah Sertifikat HGB (SHGB) 
No.502/Lemo atas nama 39 ahli ,varis 
The Pit Nio. Sertifikat HGB ini menjadi 
alas 8, 71 hel1ar lahan yang sebelumnya 
tercatat milik Sumita Chandra dengan 
status S~I. 

Setelah SHGB No.502/Desa Lerno 
terbit atas nama 39 ahli ,varis The Pit 

:; 
' 

A Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro 
Jaya Kombes Hengki Haryadi. 

Nio. PT MBM ke111t1dia11111e111beli clari 
39 al1li ,varis tersebt1l. Pc111belia11 lat1a11 
)ta11g secara fisik sudal1 ciikt1asai MBM 
scjak 2015 lalt1, tcrcalat dnla111 AJB No. 
710/2023 ta11ggal 23 Jt1li 2023 yang di­
bunt olct1 Martinnis, PPAT Kabtrpaten 
Tnngcrang. 

Sctclnh 111e1nbeli Sl·IGB No.502/ 
Dcsa Lerno, PT MBM kcrnudiar1111eng­
ajukan pcnnohonan balik 11a1na. De-
11gan ditcri111a11ya pcrrnol1onan balik 
nn,na S~IGB tcrsebut, PT MBM tentu 
bisa mcngklai111 scbagai pemilik lahan 
yang tclah lama 1ncnjadi bagian clt1ster 
Tokyo Riverside tcrsebut. 

Charlie Chandra scndiri, menurut 
Gora, oleh kepolisian di11yataka11 rnast1k 
daftar pcncarian orang (DPO) terkait 
fonnulir 13 permohonan balik nama 
SHM No.5/Desa Lerno dari Sumita 
Chandra kepada ahli waris Sumita 
Chandra. "Kini klien kami sudah kehi­
langan lahan milik orang tuanya, juga 
dipidana," ujar Gora. 

Pengacara yang membela hak Char-
1 ie selama bertahun-tahun ini berharap 
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti 
Yudhoyono yang menggantikan Hadi 
Tjahjanto, pada 21 Februari 2024 lalu, 
menegakkan keadilan. ''Semoga janji 
beliau menggebuk mafia tanah bisa di­
buktikan. Korban mafia tanah tcrlalu 
lama menangis," pungkasnya. 

Nah. 
• TIM KEA!JIW I 
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lAPORAN 
Q) UTAMA 

Tanggapan Polri dan BPN 
epala Bag,an Penerangan 
Umum Dlvisi Humas Mabes 
Polri Kombes Erdi Chaniago 

saat d1konfirmasi terkait perkara Char­
lie Chandra mengaku plhaknya tidak 
mengetahui kasus yang tengah berja­
lan. Erdi pun meminta KEADILAN un­
tuk menanyakan langsung kepada pe­
nyldlk yang menangani perkara terse­
but, 

Ketika dltanyakan di saat Polda 
Metro Jaya men-SP3-kan dugaan per­
kara penggelapan, dan mellmpahkan 
dugaan perkara pemalsuan ke Polda 
Banten, yang akhlrnya berproses 
hingga dltetapkannya seseorang 
menjadi tersangka, menurut Erdi, hal 
ini blsa dikarenakan penyidlk mene­
mukan bukti baru. "Untuk lebih pas­
tlnya, coba tanyakan ke penyidlk yang 
menangani perkara; ucapnya. 

Sementara itu, Kepala Bldang Hu­
mas Polda Banten Kombes Didik Hari­
yanto yang dikonfirmasi terkait pena-

nganan perkara, berjanji akan menanya­
kannya kepada penyldlk yang mena­
nganinya. Namun, hingga berita lni ditu­
runkan, tidak ada informasi yang disam· 
paiakan. •selum ada jawaban. Mohan 
waktu ya,• ucapnya Selasa (20/2). 

Hal sama juga dilakukan oleh Humas 
Kanwil BPN Banten Mutmalnnah. Semula, 
daftar pertanyaan yang diajukan KEA- I 
DILAN pada Selasa (20/2) akan diteruskan i 
kepada Kepala Bldang PPS Kanwil Banten. ~ 
Namun, ketika ditanyakan jawaban pada ~ 
dua hari kemudian, Mutma1nnah mem­
berikan informasi bahwa jawaban yang 
dibutuhkan mas,h proses disposisi Kepala 
Kanwil BPN Banten. 

Adapun Direktur Jenderal Pena­
nganan Sengketa dan KonflikPertanahan 
dari Kementerian ATR-BPN llyas Tedjo Pri­
yono secara gamblang menyampaikan 
hasil gelar perkara terkait terbitnya SK 
Pembatalan SHM No5 Desa Lemo sedang 
dalam proses di PTUN. •sK Pembatalan 
sedang menjadl obyek gugatan di PTUN. 

A Kombes Erdi Adrimulan Chaniago. 

Kita tunggu hasil putusan hlngga ink­
rah. Kementerian ATR/BPN akan patuh 
dan tunduk pada putusan peradilan,• 
sebutnya. 

Ketika ditanyakan mengapa pi­
haknya menerbltkan sertiflkat peng­
ganti SHM No.S Desa Lerno tersebut, 
Tejo pun enggan memberlkan ja­
waban lanjutan. 

• TIM KEAOllAN 

Tanggapan Kuasa Hukum PT MBM 
EADILAN melakukan kon­
firmasi melalui pesan what­
sapp kepada PT Mandiri Ba­

ngun Makmur (MBM) melalu, kuasa­
nya hukumnya Aulia Fahrni pada Se­
ntn, 19 Februari 2024. Namun Auila ti­
dak merespon konfirmasl tersebut. 
KEADILAN menghubungl Muannas 
Alaidld yang juga kuasa hukum PT 
MBM di hari yang sama. Dia hanya 
mengatakan kasus sudah dalam pe­
nanganan polisi. 

Terkait masalah perkara pengge­
lapan yang sudah dihentikan penyi­
dfkannya oleh Polda Metro Jaya dan 
perkara pemalsuan yang kemudian 

- ~Lelli I EIISI 111, Mlf 21114 

diusut Polda Banten merupakan peris­
tiwa yang sama, Muannas mengaku ca­
pek menanggapi. la menyarankan KEA­
DI LAN mengutip saja pernyataan pihak­
nya yang sebelumnya sudah dilansir 
media online. 

Salah satu berita on line itu adalah ht­
tps://reallta.co/baca-18808-dia-yang­
ahli-palsukan-dokumen-teriak-mafia­
tanah-maling-teriak-maling. Serita inl 
mengangkat salah satu laporan PT MBM 
yaltu LP /B/2285/IV/2023/SPKT /POL DA 
METRO JAYA tanggal 28 April 2023 ter­
hadap Charlie Chandra. 

Menurut Muannas, PT MBM adalah 
perusahaan properti yang memilikl ljin 

lokasi dan telah mendapat kuasa 
dari ahli waris The Pit Nio. Balk kuasa 
untuk mengurus dokumen, mengu­
asai fisik tanah dan melakukan tin­
dakan hukum. Dia juga menyebut 
Charlie Chandra tidak memlliki hak 
apa-apa atas tanah SHM No. 5/Lemo. 

la juga berbalik menyebut Charlie 
Chandra sendiri justru melakukan 
praktik mafia tanah. --charlie Dkk ini 
playing victim seolah mengaku seba­
gai korban. lnl namanya maling teriak 
maUng atau mafia tanah terlak mafia 
tanah; ujar Muannas seperti dikutip 
dalam media online tersebut. 



Testimoni Mendiang Sumita Chandra 
ajalah KEADILAN juga 
mendapatkan rekaman 
video kesakslan Sumita 

Chandra semasa hidup. la adalah pe­
milik sah SHM No.5/Desa Lerno berda­
sarkan putusan PK MA No.250 PK/ 
Pdt/2004. Tragisnya ia meninggal du­
nia di Australia setelah dipaksa'meng­
ungsi' paska dipidanakan keponakan 
Paul Chandra, Sofyan Anwar. 

BERIKUTTRANSKRIP TESTIMONI 
TERSEBUT: 

"Nama saya Sumita Chandra, 
umur saya sekarang 76 tahun. Saya 
ingin klarifikasikan bahwa saya bukan 

111afia tanah, bukan pedagang tanah. 
Saya memilikl 1 (satu) tanah diTeluk Naga 
yang berupa empang, itu adalah 
satu-satunya tanah saya. Dimana-mana­
pun saya tldak ada lagl, di seluruh Indo­
nesia pun tidak ada lagi. ltu saja. 

Nah, karena tanah empang itu dikon­
trakan kepada orang lain yang bekerja di­
situ. Pada awal 2013 tahu-tahu orang­
orang saya diusir oleh AH (diduga meru­
juk nama petinggi ASG-red) dan em pang 
saya dikuasai oleh dia atau orang yang di­
suruhkan dia. Jadi, AH itu saya tidak ke­
nal dia. Saya anggap dan saya pikir dia 
adalah pedagang tanah yang ingin mem­
beli tanah saya untuk dijual lagi. 

Pemerintah Setengah Hati 
Memberantas Mafia Tanah 

atra M Zen, mantan Ketua Ya­
yasan LBH Indonesia men­
duga mafia tanah masih 

warga negara yang memiliki sertifikat hak f'.; 
milik begitu mudahnya kehilangan hak ~ 

~ atas tanah,11 ujar Patra. § 

Saya tidak tahu itu adalah grup 
mana yang butuh tanah saya, tetapi 
yang saya pikir adalah dia buat jual 
lagi. Sehingga karena juga ada kiriman 
sms kepada saya dengan kata-kata 
yang berupa ancaman, itu semua bi kin 
sul it. 

Mungkin kalau dari awal bicara 
baik-baik sudah selesai waktu itu. Ta­
nah saya asli, sertifikatnya asli tidak 
ada yang palsu. Semuanya asli, semu­
anya benar. Jadi, mohon bantuan su­
paya saya dibantu. Agama saya adalah 
Buddha, saya sembah mamah Kwan 
Im. Sekian mohon saya agar diperlaku­
kan adil, terima kasih:' • 

merajelela karena pihak Pemerintah 
masih setengah hati menegakkan hu­
kum. Salah satu kasus yang mempriha­
tinkan dialami oleh ahli waris Sumita 
Chandra yang awalnya telah meme­
gang Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 
No. 5/Desa Lerno seluas 8,71 ha yang 
saat ini menjadi kawasan Tokyo River­
side, Pantai lndah Kapuk 2. 

Apa yang dialami ahli waris Sumita .... 
Chandra sebenarnya bisa diJ·adikan batu • Patra M Zen, mantan Ketua Yayasan LBH 

Indonesia 

Sertifikat yang diterbitkan BPN 
pada 1988·sampai 3 Maret 2023 masih 
tercatat atas nama Sumita Chandra. Be­
lakangan sertifikat ini sudah beralih ke­
pemilikan atas nama pengembang PIK 
2. Sertifikat atas nama Sumita dibatal­
kan oleh BPN Kantor Wilayah Banten 
tanpa putusan pengadilan. 

Sementara ahli waris Sumita, yang 
menuntut keadilan malah justru dila­
porkan ke pihak Kepolisian. "Seorang . 

uji apakah Pemerintah dan a pa rat penegak 
hukum berpihak kepada masyarakat. 

Secara umum, jelas Patra, ada dua cara 
yang lazim dilakukan pengembang besar 
untuk merampas tanah masyarakat. Per­
tama, menggunakan kekuatan fisik terma­
suk preman untuk menguasai tanah yang 
diklaim dalam sengketa. Kedua, menggu­
nakan instrumen pidana untuk menekan 
bahkan memaksa agar pemilik tanah yang 
sah tidak berdaya. 

Patra mencontohkan, dalam kasus 
yang dialami Sumita Chandra, aktajual beli 
tanah antara Sumita dan pemilik asal tidak 
pernah dibatalkan. Tidak ada satu pun pu­
tusan pengadilan yang menyatakan akta 
jual beli terse but batal atau melanggar hu­
kum, Namun dalam kenyataannya, BPN 

justru secara sepihak membatalkan ser­
tifikat milik Sumita. 

"Bagaimana masyarakat mau me­
nang? Kalau BPN sendiri sudah berpi­
hak pada pengembang besar?" tanya 
Patra. 

Sertiflkat hak milik itu semestinya 
adalah a lat bukti otentik seorang warga 
negara atas kepemilikan dan hak atas 
tanah berdasarkan Undang-Undang 
Agraria. 

"lntinya keberpihakan. Jika Peme­
rintah benar-benar ingin memberantas 
mafia tanah, maka harus ada keberpi­
hakan pada masyarakat. Tanpa ada ke­
berpihakan, omong kosong mafia ta­
nah bisa diberantas," pungkas Patra. • 
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asalah lahan Sumita 
Chandra pernah 
dikonfirmasi KEA­
DILAN kepada Pre­
siden Direktur ASG 

Letjen Mar (Purn) Nono Sampono pada 
Maret 2022 lalu. Dalam wawancara yang 
dimuat majalah KEADILAN edisi 76 ter­
sebut, Nono secara tegas menyebut 
pihaknya tak mungkin mafia tanah. 
Alasan Nono sangat sederhana. ASG 
merupakan pengembang papan atas 
dan tak bisa lari. Sedangkan mafia tanah 
menggunakan strategi hit and run atau 
tembak dan kabur. 

Wawancara Nono Sampono ini 
masih relevan sampai saat ini. Selain 
laporan utama Majalah KEADILAN saat 
itu juga terkait masalah lahan SHM 
No.5/Desa Lerno, sampai kini masalah 
tersebut juga tak kunjung selesai. Ahli 
waris Sumita Chandra malah kini dila­
porkan kuasa hukum PT MBM. Serti­
fikat lahan yang dicatat BPN sejak 1988 
sampai 3 Maret 2023 masih atas nama 
Sumita Chandra. Belakangan, serti­
fikat ini sudah beralih kepemilikan atas 
nama pengembang PIK 2. Sertifikat 
atas nama Sumita Chandara diba­
talkan BPN Kantor Wilayah Banten ; 

i5 
tanpa putusan pengadilan. ~ 

0 Berikut wawancara Nono Sam- 0 ... 
pono yang pernah dimuat Majalah 
KEADILAN edisi 76 dua tahun lalu. 

ana 
II 

• 
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A Majalah KEADILAN Edisi 76 ____ ________ _ _ 
------------------------------------------- --------------------------------------------

Bagaimana tanggapan Anda soal ma- diduga akibat praktik mafia tanah 1 
suknya tanah milik orang lain atau warga masya­
rakat ke dalam proyek Agung Sedayu Grup yang 
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Kami tidak mungkin mafia tanah. Karena Agung 
Sedayu Grup merupakan pengembang papan atas yang 



tidak mungkin lari. Mafia tanah itu hit 
and run sedangkan kami tidak 
mungkin menghilang. Kami tidak 
perlu ramai-ramai, kalau ada masalah 
tempuh saja jalur hukum. Kami 
sangat hati-hati jika menyangkut 
masalah hukum. Kami tidak bisa 
main-main dengan hukum. 

Pengembang 
beda dengan mafia. 

jarl properti pengembang papan 
atas. ltu saja. Kita tidak bisa ke 
mana-mana. Kalau kita banyakjuga 
yang tidak jadi (lahan yang tidak 
jadi dibeli, red) karena tidak sesuai 
dengan hukum. Kalau mafia itu ya 

tembak lari atau Ada informasi yang kami dapat­
kan, bahwa ada warga yang be­
lum dibayar? 

hit and run. '' 
Bisa Anda jelaskan lagi maksud 
kami tidak perlu ramai-ramai, ka­
lau ada masalah tempuh saja jalur 
hukum? 

Yang pertama begini, kami tidak ingin persoalan 
ini terlalu dibesar-besarkan ramai-ramai, begitu loh. 
Kai au ada masalah hukum, tempuh saja jalur hukum. 
Apalagi kalau sampai di media, versinya bisa macam­
macam. Jadi ramai-ramai yang dimaksud bukan ber­
arti banyak ya. 

Yang kedua, kita jaga betul posisi sebagai 
pengembang, jangan dikategorikan sebagai mafia 
atau lain sebagainya. Karena ada pemberitaan 
seperti itu. Ada kesan begitu. Kita kan tidak bisa ke 
mana-mana apalagi pengembang sebesar kita ini 
kan pasti akan kitajaga betul apabila kita salah dalam 
hal penguasaan lahan dan pembelian lahan. ltu kan 
masih dalam satu tahap. 

Tahap berikutnya, kita harus minta izin kepada 
pemerintah seperti minta izin mendirikan bangunan 
(1MB). Kita kan tidak bohongi pemerintah. Yang 
ketiga, kita kan menjual kepada masyarakat. Jadi 
seperti itulah pengembang, berbuat salah di depan, 
urutannya panjang ke belakang. Kita menghindari 
jangan sampai melanggar hukum. 

Kami mendengar pernyataan Anda bahwa ASG 
tidak mungkin kami mafia tanah karena ASG pe­
ngembang papan atas yang tidak mungkin lari 
dari kenyataan. Apa maksudnya? 

Kita kan harus menguasai atau membeli tan ah itu 
harus benar secara hukum. Yang kedua, waktu 
mengurus perijinan, kita urus izin kepada peme­
rintah untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, kita 
menjual. Coba Anda bayangkan, kalau ketiga hal ini 
salah di depan, kesalahannya bukan satu kali tetapi 
tiga kali. 

Pengembang beda dengan mafia. Kalau mafia itu 
ya tembak lari atau hit and run. Apalagi kita sebagai 
pengembang papan atas. Kan bisa dihitung dengan 

Silahkan saja. ltu mungkin tidak 
dengan kami. Mungkin dengan 

yang di bawah. Bisa saja dia mengaku-ngaku, yang 
orang kita lah atau bagian dari kita lah. Kalau dari 
kami, bila sudah clear, pasti kami bayar. 

Cari contoh gampang saja, ada orang yang kenal 
sama Anda. Yang ngaku-ngaku kenal Anda juga kan 
banyak. ltu hal biasa untuk melindungi dirinya. ltu 
yang sering dipersepsikan ke arah itu dan itu terlalu 
beresiko, kami punya ribuan hektarkantidakmungkin 
karena satu atau dua hektar mengalahkan kepen­
tingan ribuan hektar itu. 

Ada hal yang kami tangkap waktu kita bicara tadi, 
kami sangat hati-hati dengan hukum dan tidak 
main-main dengan hukum. Apa maksudnya? 

lya karena kalau kami salah di depan kan jadi tiga 
kali salahnya, kami salah di depan, salah di peme­
rintah dan salah menjual kepada masyarakat. 

Kami ulangi lagi, jadi tidak mungkin ASG mafia 
tanah karna ASG merupakan pengembang papan 
atas? 

lya kami tidak bisa lari kemana-mana, tetap di 
tempat. 

Bagaimana dengan kondisi ketika ASG membeli 
dari pihak lain bukan langsung dari warga sebagai 
pemilik? 

Bisa saja sepanjang clear secara hukum, diharapkan 
juga Anda (Majalah KEADILAN) dan teman-teman 
melihat kami secara objektif. Dan bisa dianalogikan apa­
bila kita beli mobil satu bisa kita beli dari perorangan 
dan bila bell 1 O mobil bisa kita beli dari Agen. 

Tapi ASG sendiri tidak membentuk agen untuk 
membeli tanah darl warga? 

Tidak, kita tidak begitu. 
• PANDA NABABAN 
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asus dugaan penyerobotan lahan seluas 
8,7 hektar di Pantai lndah Kapuk (PIK) 2 
sungguh tragis. Awalnya pemilik sah 
lahan tersebut pernah ditawarkan uang 
yang sangat rendah sebagai pembelian 

lahan tersebut. Karena pemilik menolak, lalu dilaporkan 
ke Polda Metro Jaya. Seperti apa perjalanan kasus ter­
sebut, apa saja bentuk intimidasi yang dialami Sumita 
Chandra dan ahli warisnya Charlie Chandra, berikut 
wawancara KEADILAN dengan Fajar Gora, kuasa hukum 
pemilik tanah tersebut Senin, 26 Februari 2024. Seleng­
kapnya: 

Bagaimana kronologisnya sehingga pemilik sah SHM 
No. 5/0esa Lemo, Sumita Chandra dan ahli warisnya 
dilaporkan pidana oleh PT Mandiri Bangu,n Makmur 
(MBM)? 

Dari pengakuan mendiang Sumita Chandra melalui 
video semasa hid up, termasuk dari foto copy surat peng­
aduan yang diajukannya kepada Presiden RI, Joko 
Widodo pada tahun 2015 lalu, Sumita sempat didatangi 
pihak yang mengaku pengembang PIK 2. Mereka ingin 
membeli dan mengajukan penawaran Rp3,5 miliar untuk 
lahan seluas 87 .100 meter persegi tersebut. Na mun 
penawaran itu ditolak Sumita Chandra pada saat ltu. 

Aki bat penolakan tersebut, Sumlta Chandra dan kelu­
arga dikirimkan pesan melalui berbagai plhak. Inti pesan 
tersebut menyatakan bahwa lahan tersebut bermasalah. 
Bahkan diantara pesan tersebut menyampalkan makna 
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bahwa Sumita Chandra bisa dipidana. 
Berdasarkan pertimbangan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap tanah tersebut sah milik 
Sumita Chandra. Begitu pula dengan SHM No. 5/Desa 
Lerno sejak tahun 1988 sampai dengan tanggal 3 Maret 
2023 masih tercatat atas nama Sumita Chandra dan tidak 
ada putusan pengadilan yang membatalkan kepemi­
likan tersebut. 

lni bukan kami yang menyatakan. Tetapi putusan 
pengadilan berkekuatan hukum tetap. Yaitu putusan 
Banding No.726/Pdt/1998/PT.Bdg, putusan Kasasi 
No.3306 K/Pdt/2000 dan putusan Peninjauan Kembali 
(PK) No.250 PK/Pdt/2004. 

Namun, tak lama setelah penolakan, pada tanggal 19 
Juni 2014, Sofyan Anwar melaporkan Sumita Chandra ke 
Polda Metro Jaya. Sofyan Anwar adalah anakThe Pit Nio. 
Sumita Chandra lalu dijadikan tersangka. Setelah itu 
lahan miliknya dikuasai total PT MBM yang mengaku 
mendapat kuasa dari ahli waris The Pit Nio. Kami tahu, 
karena di atas tanah tersebut berdiri plang "sold" yang 
artinya terjual. 

Karena tekanan pemldanaan itu membuat Sumita 
Chandra sakit. Lelaki berusia 76 tahun itu kemudian 
dibawa keluarganya berobat ke Australia. Pada tahun 
2016, Sumita Chandra meninggal dunia di Australia. 
Polda Metro Jaya kemudian menghentikan perkara 
laporan Sofyan Anwar tersebut. Penetapan tersangka 
terhadap mendiang Sumita Chandra itu sebenarnya 
sangat aneh. 



Di mana letak keanehannya? 
Sumita Chandra dilaporkan kasus pemalsuan cap 

jempolThe Pit Niodalam Akte No. 18yang dibuatdihadapan 
Notaris Sitti Marjami Soepangat., SH pada tanggal 3 Juni 
1982. lsi Akte No. 18 tersebut adalah pemberian kuasa darl 
Chairil Widjaya dan The Pit Nio kepada Sumita Chandra 
untuk melakukan balik nama SHM No.5/Desa Lerno. 

Sumita Chandra membeli lahan seluas 87.100 meter 
persegi dengan SHM No.5/Desa Lerno dari Chalril Widjaya. 
SHM No5/Desa Lerno tersebut awalnya dijadikan jaminan 
utang oleh Chairil Widjaya kepada Sumita Chandra. Untuk 
memperkuatjaminan utang terse but, dibuat lah Akte No.17 
dan 18. Akte No.17 isinya memberikan kuasa kepada Sumita 
Chandra untuk mengurus dan menjual tanah seluas 87.100 
meter persegi dengan SHM No.5/Desa Lerno. 

Adanya nama The Pit Nio dalarn Akta No.17 dan Akta 
No.18, karena pada tahun 1982 SHM No.5/Desa Lerno rnasih 
tercatat atas nama The Pit Nio. Chairil Widjaya rnernbeli 
lahan SHM No.5/Desa Lemotersebutdari Paul Chandra. Paul 
Candra mewarisi lahan tersebut dari ayahnya Tuan Kasir. 
Paul Chandra lalu memecah lahan rnilik ayahnya menjadi 
empat bidang tanah dengan rnenggunakan narna kelu­
arga. Salah satunya SHM No.5/Desa Lerno rnenggunakan 
nama The Pit Nioyang merupakanadikipartiri Paul Chandra. 

Chairil Widjaya bersedia membeli SHM No.5/Desa Lerno 
yang saat itu masih tercatat atas narna The Pit Nio dari Paul 
Candra karena pemilik tanah sebenarnya adalah Paul 
Chandra. Nama The Pit Nio hanya dipinjarn saja. 

PT MBM selalu berdalih dalam proses penjualan tanah 
tersebut tidak sah karena ada cap jempol palsu. Bagai­
mana Anda menjelaskannya? 

Memang ada masalah cap jernpolThe Pit Nio dalarn pen­
jualan SHM No.5/Desa Lerno kepada Chairil Widjaya oleh 

1 -lli i JC& .., ,. 

Paul Candra. Paul sendiri dihukurn 6 bulan berdasarkan 
Putusan Pengadilan NegeriTangerang No.596/PID/S/1993/ 
PN/TNG. Putusan pidana inl kernudian digunakan Ny. Vera 
Junlarti Hidayat yang mengaku rnendapat hibah dari The 
Pit N io u ntu k mengg ugat keabsa ha n AJBThe Pit N io dengan 
Chalril Wldjaya dan AJB Chairil Widjaya dengan Sumita 
Chandra. 

Narnun di Tingkat Banding gugatan Ny. Vera ini ditolak 
dan kini berkekuatan hukurn tetap. Pengadilan Tinggi Ban­
dung dalam pertirnbangannya berpendapat Putusan Peng­
adilan NegeriTangerangNo.596/PID/S/1993/PN/TNG harus 
dikesarnpingkan karena melalui Akte No.17 dan Akte No. 
18The Pit Nio mengetahui dan menyetujui balik nama SHM 
No. 5/Desa Lerno bekas milikThe Pit Nio dari ChairilWidjaya 
kepada Sumita Chandra dengan AJB 38. Pengadilan juga 
rnenyatakan AJB antara The Pit Nio dengan Chairil Widjaya 
serta AJB antara Chairil Widjaya dengan Sumita Chandra 
sah dan rnengikat. 

Kernbali ke pemidanaan Sumita Chandra, penyidik saat 
itu hanya mernbandingkan cap jempol The Pit Nio dalam 
akte dengan cap jempol The Pit Nio pada KTP yang sudah 
rusak. Sebab, The Pit Nio sendiri sudah wafat sekitar tahun 
2006 atau sekitar sembilan tahun sebelurn Sumita Chandra 
dipidanakan. Lalu, siapa yang bisa menjamin cap jempol 
yang ada di KTP asli cap jempol The Pit Nio sehingga sah 
sebagai pernbanding. 

Ada atau tidaknya Akte No.18 tak ada kaitannya lagi 
dengan proses balik nama SHM No.5/Desa Lerno ketika 
lahan tersebut akhirnya dijual Chairil Widjaya kepada 
Surnita Chandra melalui AJB No.38/SNIII/Teluk Naga/1988 
tanggal 9 Februari 1988. Pasalnya, pada tahun1986, Chairil 
Widjaya ternyata sudah melakukan balik nama SHM No.5/ 
Desa Lerno tersebut atas nama dirinya. Tanpa adanya Akte 
No.17 dan Akte No.18 pun, AJB antara Chairil Widjaya 

A Kavling-kavling yang menjadi bagian tanah SHM No.5/Lemo yang telah dijual pihak Pengemba~~~--- __ __ ___ ____________________________ __ _____________ ____ ..... 
------------------- ---- ------------------------------------ -------------------------------------------
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dengan Sumita Chandra saja sudah cukup karena SHM 
No.5/Desa Lerno sudah tercatat atas nama Chairil Widjaya. 

Anehnya, klien kamijuga mengalami hal serupa seperti 
bapaknya. Charlie Chandra pernah sekali dihubungi agar 
melepaskan tanah tersebut kepada pengembang PIK 2 
yakni tahun 2021. Pengembang PIK menyatakan mau 
membeli lahan tanah seluas 87.100 meter persegi tersebut. 

Menurut Anda, apa arti tawaran-tawaran dari PT MBM 
tersebut? 

lni artinya mereka mengakui bahwa Sumita Chandra 
serta ahli warisnya adalah pemilik tanah tersebut. Karena 
tidakada kesepakatan harga, akhirnya Charlie Chandra dila­
porkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penggelapan. 

Pihak PT MBM justru tetap menuding Sumita Chandra 
dan ahli warisnya, Charlie Chandra sebagai mafia tanah. 
Apa tanggapan Anda? 

Tidak benar tuduhan bahwa Sumita Chandra/Charlie 
Chandra mafia tanah. Siapa yang sebenarnya telah 
merampas atau mencaplok tanah seluas 87.100 meter per­
segi tersebut? lnilah mafia tanah yang sesungguhnya. Dan 
dalam proses negosiasi itu karena Charlie Chandra menolak 
harga yang ditawarkan, pada tahun 2021 Charlie Chandra 
akhirnya dilaporkan pidana. 

Selain masalah cap jempol, salah satu alasan PT MBM 
menguasai dan menjual lahan tersebut karena sudah 
mendapat izin lokasi dari Pemerintah Kabupaten Tang- z 

:s 
erang. Padahal, lahan tersebut masih sah atas nama ~ 

Sumita Chandra. Apa komentar Anda? a 
5 

Alasan PT MBM atau PT ASG memiliki IPL yang dijadikan ~ 
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dasar seolah-olah merasa sebagai pemilik, itu tidak benar. 
IPL itu bukan surat tanda bukti hak kepemilikan lahan, itu 
hanya izin penggunaan lahan. Bahkan Hak Pengelolaan 
Lahan {HPL) pun, itu bukan tanda bukti hak. 

Di Republik Indonesia, sampai detik ini yang menjadi 
bukti hak adalah sertifikat kepemilikan hak atas tanah. 
Bahkan, sepatutnya di dalam IPL disebutkan kalau ada hak 
atas orang lain harus diselesaikan. Di selesaikan di sini dalam 
arti perdata. Bukan selesaikan dalam arti intelijen, tapi sele­
saikan dengan pemilik hak dengan cara bayar kah, ganti 
rugi kah. Dan itu disesuaikan dengan standar hak kepemi­
likan tadi, apakah girik, apakah sertifikat. Nah, kalau serti-

I 
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krimum tanggal 28 April 2023 dengan alasan tidak cukup 
bukti. Adanya penghentian penyidikan ini terungkap 
melalui surat yang diklrim Polda Metro Jaya kepada Charlie 
Chandra/Fajar Gora No.B/11761 N /RES.1.9/2023/Ditres­
krimum tanggal 23 Mei 2023. 

Selaln itu, dalam SP3 itu juga disebutkan bahwa SHM 
No.5/Desa Lerno atas nama Sumita Chandra yang dilakukan 
penyitaan sebagai barang bukti sesuai surat penyitaan No 
SP Sita/134/11/2023/Direskrimum tanggal 28 Februari 2023 
dan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 Maret 2023, maka 
penyitaan yang dimaksud sudah tidak berlaku lagi. Dan 
selanjutnya barang bukti yang dimaksud akan dikemba­
likan kepada Kantor Pertanahan Ka bu paten Tangerang dari 
mana barang tersebut disita. 

Kami mengapresiasi SP3 yang dikeluarkan Ditkrimum 
- .....:=--.::.....:...--====-== =~ ~ Polda MetroJaya atas nama Kasubdit Harda selaku penyidik. 

~ Sikap ini menunjukkan profesional Polda Metro Jaya di 

fikat itu tentu lebih mahal. Karena sertifikat itu tanda bukti 
hak. 

Tidak mungkin IPL lebih tinggi statusnya dari pada SHM. 
IPL itu diterbitkan bupati, sedangkan SHM diterbitkan BPN 
atas nama negara. Logikanya, masak negara kalah sama 
bupati. 

Polda Metro Jaya sudah menghentikan proses hukum 
terhadap Charlie Chandra. Atas dasar apa kasus terse­
but dihentikan? 

Penghentian itu dilakukan dengan Surat Ketetapan 
Penghentian Penyidikan No.S.Tap/87 /IV /2023/Ditres-

:1::~: - ..... .. ~ -
- =ii "--

... 
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~ bawah kepemimpinan lrjen Pol Karyoto, yang berlatar bela­
kang Deputi Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK). 

Kami berterima kasih kepada Kapolda Metro lrjen Kar­
yoto, cq Dirkrimum Kombes Pol Hengki Haryadi yang berani 
menegakkan kebenaran. lni sejalan dengan janji Kapolda 
yang ingin memberikan kepastian hukum kepada masya­
rakat. 

Pak Kapolda Metro Jaya dengan tegas mengatakan 
memberikan ruang kepada masyarakatyang sedang meng­
hadapi perkara dan ingin menyampaikan keluhan serta 
meminta bantuan hukum. 

Bahkan, lrjen Karyoto mengaku kasihan kepada masya­
rakat yang merasa terganggu dengan penanganan perkara 

..,. --· 

.... 
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yang tidak kunjung selesai karena kurang komunikasi, 
sehingga dianggap menyulitkan oleh masyarakat. 

Setelah laporan penggelapan di Polda Metro Jaya di 
SP3, klien Anda justru dijadikan tersangka oleh Polda 
Banten atas dugaan pemalsuan surat. Bagaimana ini 
bisa terjadi? 

Menurut kuasa hukum PT MBM Aulia Fahrni, ini bukan 
dihentikan. Tapi mereka yang cabut laporan. Menu rut saya 
ini statement yang keliru, karena perkaranya saat itu sudah 
penyidikan. Padahal, dugaan penggelapan terhadap klien 
kami dihentikan karena tidak cukup bukti. 

Kemudian, April 2023, klien kami dilaporkan lagi ke 
Polda Metro Jaya. Kalau tadi muaranya penggelapan, ini 
pemalsuan surat. Padahal muaranya sama. Sebenarnya ini 
sangat mengada-ada. Yang dilaporkan itu apa sih? Surat 
mana yang dipalsukan? Padahal peristiwanya sama. 

Nah, ketika pemalsuan yang dilaporkan ke Polda Metro 
Jaya ini tidak jalan, dilimpahkan lah ke Polda Banten. Oleh 
Polda Banten langsung dinaikkan ke penyidikan. Tanggal 
13 November 2023, kami rapat dengar pendapat (RDP) di 
Komisi II DPR-RI. Tiba-tiba 16 November 2023, Charlie dija­
dikan tersangka. 

Pemanggilan Charlie sebagai tersangka kami lihat aneh. 
Dalam surat pemanggilan Charlie, kami tidak melihat ada 
penetapan tersangka di situ. Kami menolak hadir karena 
penetapan tersangkanya tidak jelas. Tentang hal ini kami 
pun telah melayangkan surat keberatan dan protes ke 
Kabareskim Polri. 

Kemudian datang surat panggilan kedua. Panggilan 
kedua ini Polda Banten mau melakukan upaya paksa. 
Penyidik mendatangi rumah Charlie, tapi dilarang oleh sat­
pamnya. Bahkan mereka melakukan penggeledahan 
sebuah rumah. Kami menduga yang digeledah itu bukan 
rumah Charlie, tapi rumah orang lain. Jadi, kami menduga 
penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Banten ini 
ilegal, karena diduga penyidik tidak dilengkapi surat tugas. 
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Ditambah lagi mereka tidak menun­
jukkan surat dari pengadilan, karena 
penggeladahan harus izin pengadilan. 

Terkait pemalsuan surat, kami menilai 
penetapan tersangka pemalsuan surat 
jug a absurd. Bica ra pemalsuan surat sebe­
narnya sederhana, ada dua macam. Per­
tama, membuat surat palsu. Surat yang 
tadinya tidak ada menjadi ada. Kedua, 

z surat yang ada diubah, ditambah, diganti 
::i 
~ yang isinya menjadi lain. Nah, dalam 
§ kasus ini yang dipersangkakan ke klien 
~ kami adalah pemalsuan surat. Penyidik 

menganalogikan begini, Anda menga­
jukan permohonan balik nama. Padahal yang tandatangan 
di situ Sukamto (PPAT), bukan Charlie. Penyidik mestinya 
tidak boleh beranalogi. Dalam hukum pidana dikenal asas 
legalitas. Salah satunya adalah lex stricta, artinya rumusan 
pidana harus dimaknai tegas serta tidak boleh dianalo­
gikan. Kami menjelaskan ke penyidik, dari sekian banyak, 
mana yang kami ubah, ditambah, diganti sehingga isinya 
menjadi lain. 

Kemudian, balik nama ini masih sebatas permohonan. 
Lalu,andaikata pun permohonan perubahan nama ini dika­
bulkan BPN Tangerang berubah ke Charlie Chandra cs, 
pelapor kan tidak dirugikan karena pada saat balik nama 
mereka tidakpunya hakatas tanah ini. Mereka hanya meme­
gang izin lokasi. Pelapor itu tidak punya legal standing. Kami 
membantah semua argumen mereka. 

Bantahan kami begin I, di sini memang ada klausul diku­
asai secara fisik. Pertama, mestinya penguasaan fisik perlu 
untuk pendaftaran sporadis (permohonan pertama). Kalau 
permohonan pertama memang dia wajib menguasai fisik. 
Kedua, sampai dengan 9 Februari 2023, sertifikat No 5 Desa 
Lerno itu masih terdaftar atas nama Sumita Chandra. Lalu, 
dari hasil SKPT 2016 sertifikat No 5 Desa Lerno masih ter­
catat atas nama Sumita Chandra, dan berdasarkan penge­
cekan sertifikat Januarl 2023, itu masih dikatakan tanah 
tidak dalam sengketa, tidak terdapat blokir, tidak terdapat 
sita dan tidak ada konflik dan mas!h tercatat atas nama 
Sumita Chandra. Satu yang paling penting, sampai tahun 
2023 PBB pun masih dibayar Charlie. Artinya, klien kami 
inilah pemilik tanah ini. 

Kabarnya perkara pemalsuan di Polda Banten sudah 
dilakukan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Pol­
ri. Seperti apa hasilnya? 

Begini, setelah perkara pemalsuan ini dilimpahkan Polda 
Banten, kami sudah audiensi dengan Kapolda Banten, lrjen 
Pol Abdul Karim. Beliau menyarankan biarlah Wassidik yang 
gelar terkait kasus ini. Lalu lrjen Pol Abdul Karim menya-



rankan supaya kami menjawab surat panggilan pemerik­
saan Charlie sebagai tersangka, karena waktu ltu Charlie 
sudah tersangka. Saran Pak Karim kami tetap membalas 
surat yang isinya bahwa kasus sedang dimohonkan untuk 
gelar perkara di Wassidik Bareskrim Polri, maka kasus lni 
tidak bisa diapa-apain sampai ada putusan gelar. Gelar per­
kara sudah dilakukan Januari 2024, tapi sampai sekarang 
belum ada hasilnya. 

Anda juga mengajukan gugatan perdata ke di Penga­
dilan Negeri Jakarta Utara. Sia pa yang digugat dan apa 
petitum gugatannya 7 

Yang kami gugat PT. ASG, PT. MBM, dan para ahli waris. 

pQ.ROl'f!WtMElROJAYA 
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Dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum yang 
dilakukan PT. ASG atau PT. MBM yaitu tanpa hak dan 
melawan hukum menguasai/mengokupasi/mena­
warkan/menjual plhak ke tiga tanah seluas 87.000 meter 
persegi milik Sumita Chandra/ahli waris Sumita Chandra 

Walaupun ada SK Pembatalan namun hak kepemi­
likan/hak keperdataan Sumita Chandra berdasarkan AJB 
38 tidak pernah dibatalkan. Hal ini juga diakui dalam SK 
pembatalan. Proses gugatan perdata masih ta hap mediasi. 

Selain gugatan perdata, Anda juga melayangkan 
gugatan ke PTUN Serang. Kalau di TUN, apa yang 

digugat? 
Di sini yang kita gugat Kanwil BPN Banten ter­

kaitterbitnya SKPembatalanyang kami nilai sudah 
melanggar ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku. Kami tidak pernah dilibatkan dalam 
proses penerbitan pembatalan ini. Padahal, kami 
adalah orang atau pihak yang paling berkepen­
tingan. Berkepentingan karena sertifikat No 5 
Desa Lerno itu masih tercatat atas nama Sumita 

dlll slilli. Su_......_ .. Nono: ~ --

Ytl. Seit. CHARUE ~ AJAR 
GORA & IWfflfERS 

Chandra. Seharusnya Kanwil BPN Banten tidak 
berpihak, mereka panggil kami untuk memba­
hasnya. lni melanggar asas keberpihakan. 

di 
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A Surat Penghentian Penyidikan SHM No. 5 -Lerno yang dikeluarkan 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 23 Mei 2023 

METROJAYA 

Lalu melanggar asas kepastian hukum. 
Maksud melanggar asas kepastian hukum adalah 
berdasarkan Pasal 64 PP 18 tahun 2021. Yang bisa 
dibatalkan BPN adalah sertipikatyang berumur 5 
tahun. Sementara sertipikat No 5 Desa Lerno 
sudah berumur 35 tahun dari 1988 sampai 2023. 

Satu lagi yang paling fatal, dalam SK pemba­
talan itu mereka mengakui Kementerian ATR/ 
BPN belum sepakat dengan pembatalan. Alas­
annya, ada putusan perdata yang mengatakan 
AJB 202 ( balik nama dari The Piot Nio ke Chairil 
Wijaya) itu sah dan AJB 38 (Chairil Wijaya ke 
Sumita Chandra) sah. Tapi ketika Dirjen Pena-
nganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 
Kementerian ATR/BPN berganti dari Pak Agus 
Widjayanto ke lljas Tedjo Prijono, pembatalan 
langsung disetujui. lni aneh. 

Gugatan TUN sudah diputuskan pada 3 
Januari 2024. Kami menilai pertimbangan putus­

z annya absurd. Di da.lam pertimbangannya 
a mengatakan, karena di dalam itu masih ada dua 
~ putusan yang bertentangan maka, seharusnya 
;c. 

!2 dilakukan Peninjaun Kembali (PK) keclua. Karena 
itu Majelis Pengadilan TUN menganggap bahwa 
ini bukan ranah mereka. Karena pertimbangan 
putusan absurd, maka kami banding ke PTUN 
DKI Jakarta. 



lAPORAN 
~~ UTAMA 

MBM DAN AGUNG SEDAYU 
DIGUGAT DI PN JA RTA UTA 

!Pr MBM dan PT Agung 
Sedayu digugat perbuatan 
melawan hukum karena 
menguasai dan menjual 
lahan milik ahli waris 
Sumita Chandra. 

hli waris Sun1ita 
Chandra, Charlie 
Chandra pemilik ta­
nah seluas 87 .100 me­
ter persegi di Desa 

Lerno, Kecamatan Teluknaga, Kabupa­
ten Tangerang, menggugat PT. Mandiri 
Bangun Makmur (MBM) sebagai Ter­
gugat I dan PT. Agung Sedayu sebagai 
Tergugat 11 di Pengadilan Negeri (PN) 
Jakarta Utara. 

Gugatan perbuatan melawan hukum 
tersebut didaftarkan pada 11 Agustus 
2023 dengan register perkara Nomor 
553/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. 

Dalam su.rat gugatan yang didapat 
KEADILAN, objek gugatan adalah tin­
dakan PT. MBM dan PT.Agung Sedayu, 
dimana sejak tahun 1988 sampai tahun 
2.023 bahwa tanah yang masih tercatat 
atas nama Sumi ta Chandra di dalam ser­
tifikat hak milik (SHM) No. 5/Lemo te­
lah diduduki dan dijual kepada pihak ke­
tiga. 

"Tindakan Tergugat I dan Tergugat 
II itu nyata-nyata telah melanggar hak 
kepemilikan ahli waris Sumita Chandra 
atas tanah tersebut," ucap Fajar Gora, 
kuasa hukum Penggugat, Charlie Chan­
dra. 

agar lidak 1nenguasai/ menduduki/ me­
ngokupansi/ n1engelola/ 1nen1asarkan 
alau n1enjual tanah seluas 87.100 meter 
persegi yang saat ini terletak di Jalan 
Jendral Sudirman, Pantai lndah Kapuk 
11, Kabupaten Tangerang milik Penggu­
gat. 

Ketiga, tnenghukum Tergugat I, Ter­
gugat JI dan pihak ketiga yang membeli 
dari tergugat II agar mengosongkan ta­
nah dan menyerahkan secara fis ik tanab 
seluas 87.100 meter persegi itu kepada 
Penggugat. 

Keempat, menghukum Tergugat I 
dan Tergugat secara tanggung renteng 
membayar uang paksa (dwa11gsom) se­
besar Rp.100.000.000,- setiap hari ke­
terla1nbatan apabila Tergugat I dan Ter­
gugat II tidak melaksanakan putusan ini, 

terhitung sejak putusan provisi ini diba­
cakan sampai dengan Tergugat I dan ter­
gugat If melaksanakan putusan provisi. 

Dalam pokok perkara, Penggugat 
meminta majelis hakim supaya menga­
bulkan gugatan Penggugat untuk selu­
ruhnya; Menyatakan Tergugat I telah 
melakukan perbuatan melawan hukum; 
Menyatakan Tergugat II telah melaku­
kan perbuatan melawan hukum; Me­
nyatakan demi hukum bahwa Sumita 
Chandra dan/atau Ahli Waris dari Al­
marhum Sumita Chandra yaitu: LayTjin 
Ngo; Sunny Candra; Heinrich Chandra; 
dan Charlie Chandra adalah satu-satu­
nya pe1nilik dan/atau satu-satunya pihak 
yang berhak atas tanah seluas 87.100 
n1eter persegi berdasarkan Akte Jual 
Beli (AJB) No. 38/5NIIIffELUK-

Adapu.n petitum gugatan adalah: ~ 

Pertama, Penggugat meminta majelis ~ 

hakim mengabulkan gugatan provisi ~ 
u. '------------~--------~-------

Penggugat untuk seluruhnya. Kedua, 
menghu.kum Tergugat I dan Tergugat II .A Lokasi tanah SHM No.5/Lemo a.n. Sumita Chandra di sisi Barat yang sudah dijual Pengembang PIK 2. 

----------··---··------------------- ----------- ----- ---------------------- --------- ---- ----- --------- ---------- -- ---------~-
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NAGA/1988 Ta11ggal 9 Februari 1988 
yang dibuat dil1adapan PPAT Un1i Su­
ksandi Sutan1to, S.H., M.Kt,.; Menghu­
kum Tergt1gat I, Tergugat ll, atau siapa 
saja yang telal1/aka11 1nendapat l1al< da­
ripada11ya u11tuk n1e11goso11gkan dan 
n1enyeral1kan tenal1seluas87. I 00 meter 
persegi tersebut kepada Penggugat. 

Selain itu, Penggugatjuga 1nemohon 
kepada 111ajelis supaya 111enghukum Ter­
gugat I dan Tergugat 11 tanggung renteng 
membayar ganti kerugian kepada Peng­
gugat dengan perincian sebagai berikut: 
a. Kerugian materiil dengan ju1nlah se­
besar Rp. 31.565.000.000,-. Kerugian 
n,ateriil ini akan terus bertambah sebe­
sar Rp. 120.000.000,- per tal1un, dan 
akan terus bertarnbah sejak putt1san per­
kara ini dibacakan oleh majelis hakim 
yang memeriksa dan memutuskan per­
kara a quo sampai dengan dibayar lunas, 
tunai, seketika, dan sekaligus oleh Ter­
gugat I dan Tergugat II; b. Kerugian im­
materiil dengan jumlah sebesar Rp. 
100.000.000.000,. 

-: 1 ncr• - .. 

II 
II 

" " II 
II 

l 

Latu, 111engl1uku111 Tergugat I clan 
Tergugat I I secara tanggung renteng 
111en1bayar uang paksa (dwangsom) se­
besar Rp. l 00.000.000,- setiap hari ke­
terlan,batan apabila Tergugat I dan Ter­
gugat II lalai atau tidak melaksanakan 
putusan ini, terhitung sejak putusan ini 
berkekuatan l1ukurn tetap (in kracht van 
gewijde); Menyatakan sah dan berharga 
sita jarninan terhadap sebagian saha1n 
Tergugat II yang terdapat pada Tergu­
gat I yaitu sebanyak 25.000 lembar sa­
ham sama dengan nominal Rp. 
25.000.000.000,-. 

Penggugatjuga meminta majelis ha­
kim menyatakan bahwa pt1tusan perkara 
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 
1neskipun ada perlawanan (verzet), ban­
ding atau kasasi (uitvoerbaar bij vor­
raad); Menghuk11m para Tergugat untuk 
tunduk mematuhi putusan perkara ini; 
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II 
secara tanggung renteng membayar bi­
aya perkara. 

Diketahui, sidang perkara perbuatan 
n1elawan hukum di PN Jakarta Utara di­
awali tal1ap mediasi. Mediasi sudah ber­
langsung sebanyak enam kali. Mediasi 
keena1n, Senin, 26 Februari 2024,, de­
ngan agenda tanggapa11 usulan proposal 
perdan1aia11 dari pihak Tergugat. 

Namun, pil1ak Penggugat yang di­
wakili kuasa hukumnyaAlfi Rully Ric­
hiyat dari Kantor Hukum Randy Guna­
wan & Patners 1nenolak atas proposal 
perdatnaian tersebut di hadapan n1edia­
tor Janri Onasis Siadari 

SEJARAH KEPEMILIKAN TANAH 
Pada tanggal 14 Oktober 1969, di 

atas tanah seluas 87 .100 n1eter persegi 
yang terletak di Desa Len10, Kecan,atan 
Teluknaga, Kabupaten Tangerang ter­
bit Sertifikat Hak Milik (SHM) Non1or 
5/Lerno atas nan1a The Pit Nio. 

Kem11dia11, The Pit Nio 111enjt1al ta­
nah tersebut kepada Chairil Wijaya ber­
dasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 
202/12/1/1998 tanggal 12 Maret 1982. 
Sejak saat itu kepemilikan/11ak keperda-

-- .. _ ................ ___ ... _ ............ __ ........... _ .. __ ............... .taru1.atas tanal1 tersebt1l bera I ih dari Tl1e 

Pit Nio kepada Chairil Wijaya. 
Pada 22 November 1986, SHM 

No.5/Lemo yang semula tercatat atas 
nama The Pit Nio dibaliknamakan men­
jadi atas nama Chairil Wijaya, dan nama 
The Pit Nio telah dicoret dari SHM 
No.5/Lemo. 

Oleh karena Chairil Wijaya telah 
rnenjual tersebut kepada Sumita Chan­
dra berdasarkan AJB No. 38/5NIJ1/fe­
luknaga/l 988 Tanggal 9 Februari 1988, 
maka kepemilikan/hak keperdataan atas 
tanah tersebut beral·ih dari Chairil Wi­
jaya kepada Sumita Chandra. 

Lalu, pada 22 Desember 1988, SHM 
No.5/Lemo yang semula tercatat atas 
nama Chairil Wijaya dibaliknarnakan 
menjadi alas nama St1mita Chandra, dan 
nama Chairil Wijaya telah dicoret dari 
SHM No.5/Lemo. 

Diketahui, sejak tahun 1988 setelah 
Sumita Chandra memiliki tanah terse­
but, ia memanfaatkannya sebagai (ah.an 
untuk budidaya tatnbak ikan bandeng. 

Dalam perkembangannya, Penga­
dilan Negeri Tangerang mengeluarkan 
putusan pidana No. 596/PlD/S/ 1993/ 
PN/fNG tanggal 16 Desember 1993. 
Amar putt1sannya menyatakan Paul 
Chandra terbukti bersalah melakukan 
pemalsuan cap jempol The Pit Nio da­
lam AJB No. 202/12/l/ l 998 tanggal 12 
Maret I 982. Na1nur1 dalam putusan pi• 
dana tersebut tidak n1emt1tus batalnya 
AJB No. 202/12/1/1998 tanggal 12 Ma­
ret 1982. 

"Artinya, AJB No. 202/ 12/VI 998 
tanggal l 2 Maret l 982 tersebut tetap sah 
da11111engikat," tegas Fajar Gora. 

Setelah itt1, ungkap Gora, tiba-tiba 
Vera Juniarti Hidayat, saudara perem­
pua11 Paul Chandra yang mendapat hi­
bah tanah seluas 87.100 111eter persegi 
dari The Pit Nio, 111cngajukan gugatan 
kepe111ilikan terhadap Paul Ct1ai1dra, 
Chairil Wijaya, dan Sun1ita Chandra. 

Di dala1n gugatannya, Vera Junia.rti 
n1elan1pirkan putusan pidana No. 596/ 
Pl D/S/ 1993/PN/fNG tanggal 16 De­
se111ber 1993 di PN Tangerang. Atas Glt­
gatan tersebut, keluarlah putt1san PN 
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---111,aft& l@@®rj nguatkan putusan PT tersebut. 
F~Gora & P artnrn 
All.inqllluw~~---------------

Nomor : 1532/FGP/Vlll/2023 
Tangoal : 11 Agustus 2023 

Kepedavth, 
Ketul Pengadllan Negeri Jakarta Utara 
JI. Laksamana R.E, Martadlnata No.4 

Se iring waktu, Sum it.a Chandra me­
ninggal duniadi Sydney;Australia pada 
20 Oktober 201 5. Setelah ayahnya me­
ninggal, Heinrich Chandra selaku ahli 
waris memeriksa kepemilikan t.anah 

Sunter ~ung, Tanjung Pliok, Jakarta Utara 

Perfhal: ,::S Ir-A..,..• • • - -

' J IP ...... 1111 ...... , ..... n Pantal Jndah Kapuk II, Kabupaten 
Dengan hormat, 

• 

tL,(lelSt: cl I n """"' ;,vu,,,, ' 

5) .. • - t TERGUGAT J, TERGUGAT 11, atau slapa saja yang telah/akan 
, V 111k dar\padanya UNl\JK MENGOSONGKAN DAN MENYERAHKAN 

• r 87 .1oom2 (Delapan puluh tujuh ribu seratus meter persegl) 
.-az llall!tak di Jalan Jendral Sudlrman, Pantai Indah Kapuk 11, 
I 

'. C D g 1tYl Tangeran kepada PENGGUGAT; 

Pericenanka 
S.H., U.M.; JAYI 
A.W., S.H.; ALDC 
OCTO TIMO'THYU 
Pengacara / Peng 
befi<antor di Jalan 
Barat - 11550 
Berdasar1<an Sura 
2023 (T~ampir) 

' . .... ..: 

, • It At 71Ukum TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 tanggung renteng menbayar 

Nama 
Alamat 

Untuk selanjutnya di: 

Dengan Inf mengajl 
Jakarta Utara temada 

1. Nama 
Alamat 

Untllk selanjutnya dlsel 

• 

~u../No. , 
II', I : tfl-11) 13. 

A Dokumen gugatan ....................................... 

ptlf keruglan kepada PENGGUGAT dengan perindan sebagal berlkut: 

a. Keruglan matertil dengan jumlah sebesar Rp. 31.565.000.000,- (tlga 
puluh satu mlllar llma ratus enam puluh llma juta Rupiah). Keruglan 
materiil lnl akan terus bertambah sebesar Rp. 120,000.000,­
(seratus dua puluh juta Rupiah) per tahun, dan akan terus 
be, tambah sejak putusan per1(ara Int dlbacakan oleh Majelts Hakim 
yang memeriksa den memutuskan per1<ara a quo sampal dengan 
dlbayar lunas, tuna!, seketlka, dan sekallgus oleh TERGUGAT I dan 
TERGUGAT 11 ; 

b. Keruglan Immaterial dengan jumlah sebesar Rp. 100.000.000.000,­
(Seratus mlllar Rupiah), 

7) Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng 
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus 
juta Rupiah) settap hart ket.er1ambatan apablla TERGUGAT t dan TERGUGAT 
11 lalal atau tkSak melaksanakan putusan Int, tert,ttung sejak putusan Int 
berkekuatan hukum tetap (In /r.,adlt van gewfjde); 

8) Menyatakan sah dan berharga slta jamlnan terhadap: 
• - Sebaglan saham TERGUGAT ll/PT Agung Sedayu yang terdapat 

pada TERGUGAT 1/f'T Mandiri Bangun Makmur, yattu sebanyak 
25.000 (Dua puluh nma rlbu) lembar saham sama dengan nominal 
Rp. 2s.ooo.ooo.ooo,- (Dua puluh llma mlllar Rupiah). 

- Sebldang tanah seluas 87.100m1 (delapan putuh tuJuh rtbu meter 
persegl) dahulu berada di Desa Lemo, Kecamatan Teluknaga, 
Kabupaten Tangerang, sekarang berada di lalan lendral Sudlrman, 

Pantal Indah Kapuk 11, Kabupaten Tangerang. 

roU--- ----- - - -­
--- ----
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tersebut ke Kantor Perta­
nahan Kabupaten Tange­
rang. Kemudian, Kantor 
Pertanahan Kabupaten 
Tangerang menerbitkan Su­
rat Keterangan Pendaftaran 
Tanah No. 284/SKPT/ 
KABNV2016 tanggal 15 
Juni 2016 yang pada po­
koknya menyatakan tanah 
seluas 87.100 meter per­
segi dengan SHM No.5/ 
Lerno masih tercatat at.as 
nama Sumit.a Chandra. 

Pasca terbitnya surat 
pendaftaran tanah itu, 
ahli waris Sumit.a Chan­
dra membuatAkta Kete­
rangan Hak Waris No.17 
t.anggal 17 Mei 2022 di­
hadapan Notaris Mic­
hael., SH., ST., M.Kn, 
yang pada pokoknya 
menyatakan ahli waris 
Sumit.a Chandra ter­
diri dari: Ny. Lay Tjin 
Ngo (lstri dari Sumit.a 
Chandra); Ny. Sunny 
Chandra (Anak per­
t.ama dari Sumit.a 
Chandra); Tn. Hein­
rich Chandra (Anak 
kedua dari Sumit.a 
Chandra); dan Tn. 
Charlie Chandra 
( Anak ketiga dari 

Sumit.a Ch~dra). 
Tangerang No. 82/Pdt.G/J 997 /PN/ 
TNG tanggal 25 November 1997 
yang menyatakan Vera Juniarti ada­
lab pemilik sab atas tanah seluas 
87 .100 meter persegi dengan SHM 
No.5/Lemo tersebut. 

I 2 Maret 1982 danAJB Nomor 38/5/ 
VIII/ Teluknaga/1988, batal dan ti­
dak mempunyai kekuatan hukum. 
Namun putusan tersebut dibatalkan 
pada tingkat banding dimana Penga­
dilan Tinggi serta AJB 202 dan AJB 
38 dinyatakan sah dan mengikat. MA 
pada tingkat kasasi dan PK juga me-

"Sejak tahun 1988 sarnpai sekarang, 
almarhum Sumit.a Chandra maupun 
ahli warisnya tidak pemah menjual at.au 
mengalihkan kepemilikan tanah terse­
but," tegas Gora .. 

Anehnya, papar Gora pada tahun 
2015 ada preman-preman yang datang 
ke t.anah tersebut dan mengusir para pe-

Majelis hakim juga menyatakan 
AJB Nomor 202/12/1/1982 tanggal 
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Sejak tahun 
1998 sampai 
sekarang, 

almarhum Sumita 
Chandra maupun 

ahli warisnya tidak 
pernah menjual 

atau mengalihkan 
kepemilikan tanah 

terse but,'' 

kerja tambak ikan bandeng milik Su­
mita Chandra. Selanjutnya, perusahaan 
property itu menguasi, menduduki, ta­
nal1 tersebut. 

Dalam penguasaan tanah, lanjut 
Gora, PT. MBM dan PT. Agung Sedayu 
mengklaim memiliki legal standing 
dari orang-orang yang mengaku seba­
gai ahli waris The Pit Nio berdasarkan 
Akta Kuasa Nomor 11 tanggal 9 Maret 
2015, yang pada pokoknya memberikan 
kuasa kepada PT. MBM untuk mewa­
kili segala hal, urusan, tindakan atas ta­
nab tersebut. 

Pihak PT MBM dan PT. Agung Se­
dayujuga mengklaim penguasaan lahan 
didasarkan atas Surat Keputusan Bupati 
Tangerang No. 591/21-BP2T.2012 ten­
tang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT 
MBM untuk Keperluan Memperoleh 
Tanah Seluas 620.000 meter persegi 
guna kepentingan pembangunan peru­
mahan dan komersil. tanggal 28 Maret 
2012. Setelah SK Bupati Tangerang itu 
maka keluar pula Keputusan Kepala Di­
nas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang No. 
591/36-DPMPTSP/2019 Tentang lzin 
Lokasi Kepada PT. MBM, tanggal IO !a 

Mei 2019. 
"PT MBM atau PT. Agung Sedayu 

tidak memiliki legal standing mengua-

sai tanah tersebut pada tahun 2015 sam­
pai 3 Maret 2023, sehingga tindakan PT. 
MBM atau PT. Agung Sedayu tersebut 
melangar hukun1," ucap Gora. 

Sebab, lanjut Gora, sejak tahun 
1986, nama The Pit Nio telah dicoret 
dari SHM No.5/Lemo oleh karena jual 
beli kepada Chairil Wijaya. The Pit Nio 
bukan lagi sebagai pemilik tanah seluas 
87 .100 meter persegi itu, karena sejak 
1988 sampai saat ini, pemilik sah atas 
tanah tersebut adalah Sumita Chandra. 

"Tidak ada relevansinya antara The 
Pit Nio atau ahli warisnya dengan tanah 
itu. Oleh karenanya ahli waris The Pit 
Nio tidak berwenang memberikan ku­
asa kepada PT. MBM atau PT. Agung 
Sedayu untuk mengurus tanah terse­
but," ucap Gora. 

Kemudian, papar Gora, izin lokasi 
bukan rnerupakan bukti hak atas tanah, 
sehingga izin lokasi tidak dapat mem­
berikan hak kepada PT. MBM untuk 
menguasai tanah milik Sumi ta Chandra. 
"Serti fikat adalah bukti hak atas tanah, 
bukan izin lokasi. Sehingga tindakan PT 
MBM dan PT Agu.ng Sedayu yang me­
nguasai tanah rnilik Sumi ta Chandra ter­
sebut adalah tindakan yang tanpa hak 
dan melawan hukum" katanya. 

Setelah menguasi dan menguruk ta-

A Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

nah tersebut, PT MBM kemudian men­
jual dan memasarkannya ke publik, 
tanpa seizin atau sepengetahuan ahli 
waris Sumita Chandra. Padahal, kata 
Gora abli waris Sumita Chandra sudah 
melakukan pengecekan SHM No.5/ 
Lerno melalui PPAT Sukamto, pada 31 
Januari 2023, sehingga terbit penge­
cekan SHM No.5/Lerno dengan No. 
Berkas 19717 /2023 tanggal I Februari 
2023. 

Hasil pengecekan menyatakan: 
SHM No.5/Lemo masih tercatat atas 
nama Sumita Chandra; Sertifikat ini ti­
dak terdapat blokir; Sertiflkat ini tidak 
terdapat sita; Sertifikat ini tidak terda­
pat sengketa/konflik/perkara. 

"Perlu diketahui, sampai 2023, ahli 
waris Sumita Chandra lah yang mem­
bayar PBB tanah 87.100 meter persegi 
itu. Makanya PT MBM dan PT Agung 
Sedayu kita gugat perbuatan melawan 
hukum karena sudah menguasai dan 
menjual lahan tersebut ke publik," pun­
gkas Fajar Gora. 

Diketahui, perkara perbuatan mela­
wan hukum di PN Jakarta Utara dike­
tuai Harto Pancono dengan anggota 
Aloysius Prihartono Bayuaji dan Togi 
Pardede. 

• TIM KEADILAN 
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A Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono 

IMampukah Menteri AHY 
berantas mafia tanah? 
Pasalnya, definisi mafia 
tanah menurut ahli 
merupakan kejahatan 
pertanahan yang 
melibatkan sekelompok 
orang yang saling bekerja 
sama untuk memiliki 
ataupun menguasai tanah 
milik orang lain secara 
tidak sah. Para pelaku 
menggunakan cara-cara 
yang melanggar hukum 
yang dilakukan secara 
terencana, rapi, dan 
sistematis. 

IDJKEA1)fI,AN I EOISl 91, Mei 2024 

enteri Agraria dan 
Tata Ruang/Ke­
pala Sadan Perta­
nahan Nasional 
(ATR/BPN) Agus 

Hari1nurti Yudhoyono n1engaku men­
dapatkan banyak aduan terkait dengan 
mafia tanah di Indonesia, semenjak 
1nenge1nban a1nanah sebagai n1enteri. 

Ketua Urnun1 Partai Den1okrat yang 
biasa disapa AHY itu n1engatakan, per­
soalan 111afia tanah n1enjadi salah satu 
PR (pekerjaan rumah) besar yang ha­
rus diselesaikannya dalan1 jangka 
waktu 8 bulan n1asa jabatannya. Bah­
kan, di kantor-kantor pcrtanahan la­
poran n1afia tanah san1pai 1nenun1puk. 

"Mcn1ang kasus dan gugatannya 
banyak sekali (kasus 1nafia tanah). Luar 
biasa, saya baru rneninjau kantor be­
liau-beliau ini (Kakantah), nun1puk se-

1nua pak," kata AHY, usai Rapat Pra 
Operasi Pencegahan dan Penyelesaian 
Tindak Pidana Pertanahan di Hotel 
Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin 4 
Maret 2024. 

Bahkan, kata AHY, kini hand­
phone- nya juga ratnai n1enerima aduan 
tentang kasus n1afia tanah. Oleh karena 
itu, n,asalah n1endapat perhatian serius 
dari ATR/BPN . .. Wah ini dari mana­
mana se-Indonesia, yang masuk ke 
hand-phone saya itu juga banyak pak, 
yang terkait dengan mafia tanah ini," 

• uJamya. 
AHY juga optin1istis bahwa masa­

lah ini dapat terselesaikan melalui pe­
nguatan sinergi dan kolaborasi antar 
le1nbaga, tennasuk di antaranya mela­
lui Satgas Anti Mafia Tanah. Harapan­
nya, langkah ini bisa meningkatkan 
efektivitas penanganan. 



"Kementerian ATR BPN punya tu­
gas yang pen ting di mana kita memben­
tuk satgas anti mafia tanal1 yang tuju­
annya adalal1 untuk n1enyelesaikan 
berbagai kasus, berbagai format tem1a­
suk praktek-praktek kejahatan yang di­
lakukan oleh mafia tanah di seluruh In­
donesia," papar AHY. 

Menurutnya, keberadaan mafia ta-
11ah harus diberantas, apalagi mengi­
ngat dampak kerugiannya yang begitu 
besar terhadap 1nasyarakat dan negara. 
AHY pun merasa perlu berkoordinasi 
dengan Jaksa Agung dan Kapolri. 

"Ini menunjukkan keseriusan Ke­
me11terian ATR/BPN sama-sama de­
ngan stakeholders lainnya untuk mem­
bastni 1nafia tanah. lni sesuai juga yang 
menjadi arahan Pak Presidcn Joko Wi­
dodo kepada kami agar kita bisa 1nene­
gakkan keadilan alas tanah dan saya 
juga walaupun belum dua tninggu mcn­
jabat sebagai Mcnteri ATR/BPN ," san1-
bung AI-IY. 

Di san1ping itu, ATIUBPN juga 
aka11 terus n1clakukan evaluasi atas ka­
sus-kasus ,nafia tanah. l·larapannya, 
pada 2024 ini pihak11yajuga akan n1en­
catatkan prestasi scpcrti tahun 2023 di 
111a11a target penyelesaian 1nasalah 1na­
fia tanah bisa 111elan1paui target. 

"Mudal1-n1udahan tahun 2024 ini, 
apalagi kalau nanti diperkuat oleh sis­
ten1 yang lebil1 capable, jutnlahnya 
juga lebih 1nencukupi karena 111e111ang 
kasus da11 gugatannya banyak sekali," 
papar AI-IY. 

Sebelu111nya, AHY juga n1engata­
kan kasus penyerobotan lahan oleh n1a­
fia menjadi tantangan terbesar bagi in­
stansi yang sedang ia pin1pin saat ini. 

"Jadi di sil1ilah yang n1enjadi tan­
ta11ga11 terbesar bagi Ke111enterian ATR 
bagai111ana ka111i bisa secara uttth, tentu 
bukar1 juga terbun1-buru, tetapi secara 
ut\1'1 111elihat pen11asalahan sengketa, 
tcn11asuk juga kasus yang disebabka11 
olel1 111afia tanah yang n1erugikan rak­
yat," kata AI-IY, saat berkunjung ke ke­
dian1an Wakil Presiden RI Ma 'ruf 
A111i11 di Jakarta, Sabtu 1 Maret 2024. 

Diproses, dan 
dihukum dengan 

putusan dokumen 
palsu, tapi 

dokumennya 
dikembalikan lagi 

kepada terpidana.'' 

Menurut dia, isu terkait 
mafia tanah menjadi sa­
lal1 satu topik pembica­
raannya dengan Ma 'ruf 
Amin, sclain terkait 
urusan pertanahan ag- .., 

;i: raria dan tata n1ang. ~ 
i::: 

"Bahkan tadi saya catat ~ -secara langsung bebe- ~ 

• ••• ••• ••• , ' •• ... 

' . . ' ' ' 
, . ' • 

• • ••• ••1 :::, ' .... 
I I I I 

rapa saat yang lalu ada .A Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA., Guru Besar llmu Kriminologi Universitas 
\Varga yang n1elaporkan ....... !~~.~.~.:.~~~: ....................................................................................................... . 
111cngadu kepada bapak 
\Vapres tcntang tanah diserobot oleh 
orang lain, discbul oleh pengembang 
dan akhin1ya nasibnya tidak n1enentu, 
kasihan padahal ini rak-yat kecil," 
ucapnya. 

AHY n1engatakan praktik penyero­
botan lahan serta upaya mela,van tcr­
hadap hukum perlu ditindak secara te­
gas, termasuk keberpihakan pemerin­
tah kepada rakyat yang menjadi korban 
dari tindakan tersebut. 

"Kalau ada rakyat berhadapan de­
ngan rnafia tanah, sudah pasti Kemen­
terian ATR akan berpihak pada rakyat, 
akan membela rakyat kecil," tegasnya. 

"Jangan sampai hak mereka diin­
jak, apalagi masyarakat rentan banyak 
juga, misalnya yang sudah pensiun itu 
yang rakyat kecil dipermainkan dan 
kita tidak akan membiarkan itu ter­
jadi," sambung AHY. 

AHY dilantik Presiden Joko \1/i­
dodo menjadi Menteri ATR/BPN 
menggantikan posisi Hadi Tjahjanto 
yang digeser menjadi Menteri Koordi-

nator Bidang Politik, 1-lukum, dan 
Kea1nanan di lstana Negara, Rabu 21 
Februari 2024. Pasca pelantikan, 
putra sulung Presiden keenam RI, 
Susilo Bambang Yudhoyono itu ber­
janji memberantas mafia tanah. 

DEFINISI DAN MODUS MAFIA TANAH 
Kriminolog Universitas Indonesia 

Prof Muhammad Mustofa meragukan 
Menteri ATR/BPN Agus Harimurti 
Yudhoyono mampu memberantas ma­
fia tanah, karena masalah petanahan sa­
ngat kompleks. 

"Paling yang bisa dilakukan men­
teri l1anya di lingkungan ATR/BPN 
saja, seperti menga,vasi penerbitan ser­
tifikat dan lain sebagainya. Tapi yang 
betul-betul bekerja mafia tanah dengan 
rnenggunakan mekanisme sistem hu­
ku1n, 1nemperoleh sertifikat tanah de­
ngan memalsukan dokumen," kata 
Mustofa, Rabu 6 Maret 2024. 

Sebab, menurut Mustofa, ok­
num-oknum pengadilan juga banyak 
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terlibat mafia tanah. Sedangktin Men­
ter1 ATR/BP udak punya kc,vc­
nangan untuk membcrantas mafin to­
noh yang di pcngad,hm. Jad1 hnrus me­
I 1bJ tknn emua scktor yaog berhu­
bungnn dengan penguru_san er11ftkat 
mula1 dar, poli i. not.aris. BPN. dan 
pengad1lnn. 

·•rtu cniuanyn l1nru d1gercbck lah. 
Omng-omng yang n1enggunak.in do­
kurncn palsu 1lu atu Janngan organi­
zed crime Bnhkan sering kaJi pcnga­
d1lnn sudah tahu in, alah, tetap saja di­
benkan kesempatan untuk berperlcam. 
Bahka.n bckc,rjasama ( dengan mafia ta­
nah), •· tegas ~1ustofa. 

Guru Bcsar I ln1u Me­
todc dalam Knm1no­
log1 pada Fakulta llmu 
Sostal dan llmu Poliuk UI 
llu menjel:iskan, dinnya 
pcmah men~o1ukan knsus 
mengklaim tanah dengan 
dokumen palsu. Naniun, 
ket1ka ada yang tnhu 
bah,\la dokumen 1tu aknn 
dipe'l_.runaknn dan n1eru­
giknn seseomng, dilapor­
knn ke polisi. ..Diproses. 
dan d1hukurn dengnn pu­
tusan dokumcn palsu, tapi 

poh,u karena poli I bek:erJa berda ·ar­
kan ko u . "Ado lapomn tetop1 akar 
masnlab ntnu orgon1 as1nyt:1 llu cnggak 
akan 1erbongk11r," UJamyn 

Mcnurut Mu tofn, mafia tanah 1tu 
n1erupakon pekulan dengan 1ne1nbclt 
tanah dengan. harga mumh untuk d1ja­
dika11 proyek, lalu d1jual dengan harga 
t1nggi. Kemudian, 1ncmalsukan doku­
men untuk memperoleh ert1fikat hak 
atas tanah, b1sa Juga penycrobotan ta• 
nnh m1lik orang yang 111enyebabkan 
orang harus berpcrkam d1 pengad1lan. 

.. Inti sari (n1afia tanah) adnlah ba­
gain1ana n1emperoleh tannh sccarn t1-

dokumennyn d1kembal1- A llustrasi mafiatanah 
kan lagi kepodn lerpidann. 
Int kan cnggak benar. Haru nya disita 
oleh negarn uotuk dimusnahkan, 1n1 
malah d1kembalikan lagi. Keputusan 
pengadilannyn sepert1 itu,'· ujamya. 

Mcnurut Mustofa~ di pengadilan 
justru poling banynk dipergurukan 
(mafia tanal1) sepert1 menggugnt, do­
kum.en palsu. bisa juga memaJsukan 
JUal beli sepert1 yang dialami mnntan 
Wak1l MenJeri Luar Negeri Dino PattJ 
DjalaJ. 

Tcrkai1 pcmbcntuknn satgas anu 
mafi.1 tanah di sejumlab inst.ansi. 
Mustofa juga meragukan efektifitas­
nyu karena mnsing-musing bekcrja me­
nurut ruang lingkupnya sendin. Polisi. 
knta d1a, linnya brsa menangkap orang 
y3og membcri dnn membuat dokumen 

dak sah atau melanggar hukum dan me­
rug,kan orang lain yang berhak atas ta­
nah 1lu.'' tegas Mustofa. 

Repotnya lag,i , sambung Mustofa. 
kalausudah menggunakanjalurhukum 
dengan menggunakan dokumen paJsu, 
orang yang asli pemilik, justru bisa d1-
salahkan malah dipidaoakan . .. lni kan 
cclakn. Apalagi hukum mcngatakan 
bahv.•a keputusan pengadilan harus di­
anggap bennr. Nah, itu lah ruang ma­
suk para mafia untuk mengakaJi proses 
kepen1ilikan tanah''. 

Mafia tanah itu1 srunbung Mustofa, 
bisa saja oknum pcjabat ATR/BPN j1ka 
berhubung.an dengan seniftk.at. KaJau 
landasannya bcrdasarkan pcngadilan, 
bisa ok-num d1 pcngadilan. Bisa juga di 

- ---

kepolis1an j ika mcnynngkut pcmalsua_n 
urat. "Jadi sen1ua oknum-oknu1n di 

BPN, pengadilan, dan notans itu semua 
Jaringnn-Jaringan mafia." Jelasnya. 

Sedangkan terka1t n1odus mafia ta­
nah, Mustofa n1engntakan sangat bera­
gnm. Modu yang paling sering dilaku­
kan adnlah mempcrkarokan eseomng 
dengan n1enggunakan dokumen pa.lsu. 
Misalnya. n1enggugnt snlah satu p1bak 
kcmud1an diatur agar surat panggilan 
gugatan itu t1dak d1terima oleb te11,~­
gat atas kepulusan sena n1ena. 

..Jad1 pcmilik sah tidak mengert1 ada 
gugatan d1 pcngadilan, kalau tcrgugat 

itu t1dak hadir maka peng­
ad1lan lang ung mengam­
bil keputusan perkara itu. 
Mereka (n1afia tanah) Jugn 
kerjasama dengan peme­
nnta.h daerah yang punya 
ke\\'8J1ban untuk menye­
ra.hkan sumt pangg,lan di 
persidangan," beber 
Mustofa. 

Mustofa Juga menye­
salkan lcmahnya penga­
v.•asan terhadap pcnga­
dilan terka1t mnfia tanah. 
Dalam bcbernpa kasus, 
kata dia, ada orang sudah 
mclapor tanahnya disero-
bol, pclakunya dipidana. 

Tctap1. untuk memiliki tanahoya kem­
bah din hnrus melakukan gugatan pcr­
data. 

·'Nab, kalau gugatan perdata me­
nang tetapi pada wo.ktu dicksekus1, 
orang yang tadtnya sebagai tergugat 
meogajukan gugatan lagi untuk kasus 
yang sama, peogadilan menerima saja. 
Padahal, dia (pengndilan) tabu gugatan 
sebelumnya scdang dieksekus1," ucap 
Mustofa. 

Untuk n1embcrantas mafia tannh, 
kata Mustofa, baoyak hal yang harus 
dilakukan, knrena bcrhubungan de­
ngan keadann yang tidak normal. "Hu­
kumnya rjdak nonnnl, aparatnya tidak 
normal, masyarakatnya juga aakaJ. Ka­
i au mau serius (membcrantas mafia ta-



nal1), tidak ha11ya 1ne111bentuk satgas. 
Harus ada bada11 (le111baga) yang be­
tul-betul kuat untt1k 1ne11gidentifikasi 
111asalal1 ya11g 1nelibatka11 karena se-
111ua sektor seperti DPR, DPllD, 
pen1da, len1baga perta11al1an, penga­
dilan ," papamya. 

Wacana pe111bentukan J)engadilan 
khusus pertanal1an, lanjut Mt1stofa, 
juga belun1 tentu ma1npu 1ne11yelesai­
kan masalah pertanahan jika yang 
mengawasi tida.k jujur. 

Awalnya dari 
pihak kelurahan. 

Ketika sudah di BPN, 
sertifikat yang 

dipalsukan, sertifikat 
ganda, itu kan 

modus-modusnya,'' 

Mustofa berpesan, untuk membe­
rantas mafia tanah, Menteri AHY harus 
bekerjasama dengan lembaga pera­
dilan, karena paling susah ditembus 
oleh eksekutif. 

Kemudian, memperbaiki peraturan 
perundang-undangan terkait kepemi­
likan tanah. Sebab, ada juga orang me­
miliki tanah yang luas, tapi tidak punya 
uang mengurus kepemilikan tanahnya, 
akhimya terlantar dan dijarah orang 
lain. 

Sementara itu, Peneliti Pusat Anali­
sis Keparlemenan Badan Keahlian De­
wan Setjen DPR RI Sulasi Rongiyati, 
S.H., M.H menegaskan, mafia tanah 
adalah suatu kejahatan di mana seseo­
rang yang tidak berhak atas tanah tetapi 
berusaha menguasainya tanpa legalitas. 
Dan dilakukan dengan berbagai modus. 

Cara kerja mafia tanah, kata Sulasi, 
dilakukan sangat massif, terstruktur 
dan terorganisir. Bahkan mafia tanah 
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sudah masuk dalam kategori kejahatan 
yang luar biasa, sehingga memberan­
tas mafia tanah memerlukan usaha 
yang sangat besar. 

"Kita punya Satgas Anti Mafia Ta­
nah. Faktanya sampai sekarang (mafia 
tanah) masih merajalela . Kejahatan ini 
tidak bisa diberantas hanya satu sisi. 
Tapi harus kerjasama antara pemangku 
kepentingan dan stakeholder terkait," 
ujar Sulasi kepada KEA.DILAN, Ka­
mis, 7 Maret 2024. 

Sulasi menegaskan, para mafia ta­
nah selalu melibatkan oknum-oknum 
dari kelurahan atau desa, BPN, aparat 
kepolisian, notaris peradilan, bahkan 
oknum TNI. 

"Sejatinya, lembaga tersebut ber­
sinergi menggebuk mafia tanah. Mes­
kipun dibuat segudang aturan yang ke­
tat untuk membatasi atau menghalangi 
mafia tanah supaya tidak bergerak, te­
tapi kalau tidak ada kemauan akan 
menjadi sia-sia. Tidak hanya regulasi, 
tetapi harus ada political will untuk 
sama-sama punya keinginan untuk 
menghapus mafia tanah ini," tegasnya. 

Dalam menjalankan aksi11ya, papar 

Sulasi, mafia tanah selalu mengguna­
kan cara penipuan dan pemalsuan. Para 
mafia memalsukan dokumen mulai 
dari tingkat kelurahan hingga tingkat 
kementerian. "Awalnya dari pihak ke­
lurahan. Ketika sudah di BPN, sertifi­
kat yang dipalsukan, sertifikat ganda, 
itu kan modus-modusnya," katanya. 

Sulasi pun ragu kalau AHY, seba­
gai Menteri ATR/BPN yang baru 
mampu menggebuk mafia tanah. Se­
bab, lanjut Sulasi, Hadi Tjahjanto yang 
mantan Panglima TNI saja tidak 
mampu memberantas mafia tanah saat 
megemban amanat sebagai Menteri 
ATR/BPN. 

"Kalau dia bergerak sendiri tanpa 
dukungan enggak mungkin. Buktinya 
mantan Panglima TNI saja enggak 
bisa. Kalau yang diawasi secara ketat 
hanya staf ATR/BPN, tetapi kepolisian, 
pengadilan, kelurahan tingkat hingga 
oknum aparat desa yang paling bawah 
tidak diawasi, saya tidak yakin 
(mampu). Ini soal moral. Mentalitas 
atau tanggungjawab moral harus ada," 
pungkas Sulasi. 
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